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ABSTRAK 

 
Dika Anggari, 2013: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, 
dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pemeliharaan (Kabupaten/Kota 
pada Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2011. 
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
Pembimbing: (I) Unggul Purwohedi., SE.,M.si.Ph.D , (II) Yunika Murdayanti., 
SE.,M.Si 

 
Perkembangan perekonomian menuju ke arah yang lebih adil dan 

berimbang diwujudkan pada tanggal 01 Januari 2010 melalui sistem otonomi 
daerah. Rakyat berharap adanya peningkatan dalam hal transparansi dan 
akuntabilitas. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap 
belanja pemeliharaan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 
2010-2011. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah PAD, DAU, dan 
DAK sebagai variable independen sedangkan belanja pemeliharaan sebagai 
variable dependen. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda 
dengan tingkat signifikansi standar sebesar 0.05. Sampel akhir penelitian terdiri 
dari 47 jumlah keseluruhan dari kabupaten dan kota yang berada  di Provinsi 
Jawa Barat tahun 2010-2011, dengan menggunakan metode purposive sampling. 
Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder. Hasil pengujian 
hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ketiga variable bebas berpengaruh 
signifikan terhadap variable terikat, yaitu belanja pemeliharaan. Sedangkan hasil 
penelitian secara parsial menunjukkan hanya pendanaan dari PAD lah yang 
berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan.  
 
Kata kunci: PAD, Dana Perimbangan, DAU, DAK, Belanja Pemeliharaan. 
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ABSTRACT 

 
Dika Anggari, 2013: The Effect of Local Original Income, General Allocation 
Fund, and Spesific Allocation Fund Toward The Maintenance Expenditure 
(Regency/City Of West Java Province The Period 2010-2011). 
Advisors: (I) Unggul Purwohedi., SE.,M.si.Ph.D , (II) Yunika Murdayanti., 
SE.,M.Si  

 
The development of economy towards a fairer and a more balance 

successfully realized on January 1st, 2010 through the system of regional 
autonomy. Public’s hopes for improvement in terms of transparency and 
accountability.  

This research aims to determine the effect of local original income, 
general allocation fund, and specific allocation fund toward the maintenance 
expenditure at regency/city of West Java Province the period 2010-2011). Factors 
tested in this research were PAD, DAU, DAK as independent variables whereas 
Maintenance Expenditure as dependent one. The method used was multiple 
regression analyse with 0.05 standard significance rate. The final samples 
consisted of 47 on the overall regency and city of West Java Province the period 
2010-2011, by using purposive sampling method. The data was a secondary one. 
The simultaneous hypothesis result showed that the three of independent variables 
significantly effected the dependent one which was maintenance expenditure. On 
the other side, partial hypothesis result showed that there was only funding from 
PAD could be significantly effected maintenance expenditure. 

  
Keyword: PAD, Balance Fund, DAU, DAK, Maintenance Expenditure. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi dirasa kurang adil bagi banyak 

pemerintah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia terkait semakin pesatnya 

laju perkembangan perekonomian. Kewenangan penuh diambil alih oleh 

pemerintah pusat sehingga banyak menyebabkan masalah keuangan antara 

pemerintah pusat dan daerah. 

Aspirasi dan potensi pemerintah daerah tidak bisa terlihat karena pemerintah 

pusat akan menyamaratakan segala hal. Tuntutan rakyat akan perlunya 

dipertimbangkan keterbukaan yang lebih adil harus dilaksanakan sehingga 

terciptalah sistem yang disebut dengan otonomi daerah. 

Pelaksanaan sistem tersebut juga tentunya menjunjung efisiensi dan 

efektivitas antar satu aspek pemerintahan dengan yang lainnya. Kebebasan dengan 

pemberian hak dan kewajiban akan kewenangan yang telah diberikan pusat 

diharapkan berjalan lancar dalam lingkaran persaingan global. 

Menurut Mardiasmo (dalam Rahmawati, 2010) transformasi paradigma 

dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas pemerintah daerah dalam rangka 

mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal 

(kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat di 

daerah). 



2 
 

Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan adanya sistem peralihan dari 

sentralisasi menjadi desentralisasi yang disebut dengan Sistem Otonomi Daerah 

yang dengan resmi diberlakukan pada tahun 2001. Salah satu ketetapan MPR 

yaitu Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan  otonomi daerah, 

pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan 

serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, menjadi landasan disusunnya kebijakan pelaksanaan otonomi 

daerah yang tercantum dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 

daerah, dimana sedikit disinggung mengenai pentingnya memerhatikan potensi 

dan keanekaragaman daerah. 

Namun, seiring berjalannya waktu serta melalui banyak pertimbangan karena 

dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan serta tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah, maka pada tanggal 15 Oktober 2004 terjadinya 

revisi sehingga berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dengan lingkup bidang pengaturan yang sama. 

Didukung oleh penerapan sistem good governance dalam pemerintahan, 

publik mengharapkan bahwa nantinya baik dari pemerintah pusat maupun daerah 

agar terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam hal laporan keuangan atau 

laporan anggaran dan realisasi APBD supaya bisa dipertanggungjawabkan. 

Bertumpu pada Kep. Mendagri No. 29 Tahun 2002 tentang pedoman 

pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha 
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keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah, dinyatakan bahwa  

“…dalam rangka terselenggaranya penyusunan laporan keuangan yang  
memenuhi asas tertib, transparansi, akuntabilitas, konsistensi,  
komparabilitas, akurat, dapat dipercaya dan mudah dimengerti, perlu disusun 
system dan prosedur penyusunan APBD, perubahan APBD, penatausahaan 
keuangan daerah dan perhitungan APBD yang terstandardisasi." 
 
Dari laporan APBD dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh 

pemerintah daerah selama satu tahun fiskal, sumber dana tersebut tercantum 

dalam APBD yang mencakup transfer dana perimbangan dan pemerintah pusat 

(Ginting dalam Annisa, 2011). 

Sebenarnya, pelaksanaan otonomi daerah yang telah dicanangkan semenjak 

tahun 2001 ini, membuat dua reaksi dari banyak pemerintah daerah. Bagi daerah 

dengan SDA dan SDM yang potensial dan baik tentu akan sangat senang 

menerima masuknya sistem otonomi daerah untuk diterapkan dalam 

pelaksanaannya yang nantinya juga diharapkan peningkatan dalam PAD nya, 

bahkan mereka cenderung mengharapkan diberikan kewenangan lebih untuk bisa 

lebih leluasa mengatur jalannya segala sistem dibawah kekuasaan pemerintah 

daerahnya. Daerah yang tergolong baik juga tidak akan susah bertahan ditengah-

tengah persaingan sistem otonomi karena kemampuan bawaan daerahnya yang 

memang bagus. 

Lain halnya dengan daerah yang mempunyai SDA dan SDM yang kurang 

begitu baik dan tergolong agak terbelakang, sehingga ketika mereka terbiasa 

dituntun oleh pusat dan harus menjalani banyak kegiatan secara mandiri tanpa 

banyak campur tangan pusat, mereka bisa kewalahan dan bingung. 
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Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan 

otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah 

untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah 

pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di 

daerah (Soleh et al.dalam Annisa2011). 

Dinas Bina Marga dan Tata Air (Binamarta) Kota Bekasi mengeluhkan soal 

dana bantuan dari pusat yang terbilang minim. Keluahan berasal dari banyaknya 

jalan yang rusak yang membutuhkan dana pemeliharaan yang tidak sedikit. 

Namun, yang terjadi adalah kecilnya anggaran belanja pertahun yang pada 

akhirnya tidak bisa mengcover kebutuhan. Masa tenggang cairnya APBD juga 

merupakan salah satu hal penghambat. Persoalan yang paling anyar adalah 

mengenai jalan-jalan yang berlubang di banyak titik Kota Bekasi. Mengenaskan 

pada saat disadari bahwa kondisi banyak jalan yang berlubang ternyata sudah 

mengakar dari tahun ke tahun. Hal yang ditakuti adalah meningkatnya kecelakaan 

para pengendara kendaraan bermotor karena kecacatan jalan yang dilewatinya 

seperti bebatuan kerikil, lubang yang lebar atau bahkan lubang kecil tapi dalam. 

Menurut Momon Sulaeman, Kepala Dinas Binamarta Kota Bekasi, tidak adanya 

peningkatan untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut dikarenakan keterbatasan 

anggaran pada belanja pemeliharaan jalan. Yang sangat diharapkan adalah Dana 

Alokasi Khusus untuk memperlancar pembangunan tersebut, perhatian dari 

Kementrian PU dan Kementrian Keuangan sangat diharapkan (Aji, 2012). 

Aset tetap pemerintah yang berupa jalan, irigasi, gedung, bangunan, 

jembatan, atau kendaraan yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan 
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diperoleh dari belanja modal. Menurut Halim (dalam Abdulllah et al. 2006), belanja 

modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi 

menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. 

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan pada suatu objek agar 

tetap terjaga kondisi siap pakai sesuai dengan umur ekonomis.pengalokasian 

anggaran disesuaikan dengan usia pemakaian asset tetap tersebut. 

Belanja pemeliharaan terjadi pada semua satuan kerja atau unit organisasi 

pemerintah daerah karena semua memiliki asset tetap. Belanja jenis ini tidak 

bergantung pada Tupoksi atau Tugas Pokok dan Fungsi tetapi melihat 

ketersediaan asset tetap yang dimiliki. 

Belanja daerah berupa pemeliharaan yang rutin dilakukan ini seharusnya bisa 

menjadi cerminan melalui realisasi APBD bahwa adanya peningkatan kinerja 

yang terlihat dari habisnya anggaran belanja. Kemajuan perbaikan dan 

pemeliharaan asset bisa terlihat dari ketersediaan dana dan hasil yang telah 

dilakukan. 

Kegiatan belanja tentu saja disesuaikan dengan adanya pendapatan daerah 

sebagaimana kita tahu  dalam konsep matching cost revenue bahwa suatu 

pengeluaran didasarkan pada pendapatan suatu entitas. Pembiayaan belanja 

seharusnya bisa ditutup dengan pendapatan asli daerah yang dihasilkan dari 

pemerintah daerah masing-masing. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan1. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari 

ekonomi asli daerah. PAD setiap daerah satu dengan yang lainnya berbeda-beda 

tergantung kemajuan industri dan kekayaan alam yang dimilikinya. 

Semakin tinggi suatu daerah bisa menghasilkan PAD, tentunya akan semakin 

terlihat kemandirian suatu daerah tersebut. PAD yang telah diolahnya bisa 

dipergunakan lebih sesuai dengan aspirasi, kebutuhan serta prioritas 

pembangunan daerah untuk menjadi semakin baik lagi. 

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi 

dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai 

sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD (Ridwan, 

2008). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, 

khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim 

dalam Ridwan 2008). PAD yang seharusnya digunakan untuk menutupi 

kekurangan belanja daerah ini justru seringkali hanya sedikit berkontribusi 

didalamnya. Penggunaan PAD antar daerah berbeda-beda dan relatif kurang dari 

10% - 50% saja, padahal belanja daerah bisa lebih dari itu, terutama dalam hal 

belanja pegawai yang menyedot banyak anggaran. Pada akhirnya, yang terjadi 

seringkali pemanfaatan dari sumber lain, seperti yang berasal dari transfer dana 

pusat berupa dana perimbangan.  

Menurut UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar 

pemerintah pusat dan daerah, yaitu 

“…bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui 
penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, 

                                                            
1Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 
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dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur 
berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas 
antar tingkat pemerintahan.” 
 
Pada tahun 2004 terjadi proses ratifikasi yang juga pada akhirnya 

mengharuskan adanya revisi UU No. 25 Tahun 1999 ini menjadi berubah ke UU 

No. 33 Tahun 2004 dengan masih mengangkat tema yang sama yaitu tentang 

perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Salah satu perubahan signifikan yang ada didalamnya adalah kenaikan 

proporsi penerimaan dalam negeri yang harus diberikan kepada daerah dari 

sebesar 25% menjadi 26%. Salah satu bentuk perimbangan keuangan adalah 

transfer dana berupa dana perimbangan. 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka 

pelaksanaan Desentralisasi2. Dana perimbangan ada tiga jenis yaitu Dana Bagi 

Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Peneliti hanya mengangkat dua dari tiga dana perimbangan kedalam topik 

penelitian, yaitu DAU, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang 

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk 

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi3, dan DAK, 

dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah 

                                                            
2Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 19 
3Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 21 
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tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional4. 

Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar 

pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di 

seluruh negeri (Maimunah, 2006). 

Sesuai dengan apa yang akan dibahas, dalam hal belanja akan dikerucutkan 

berfokus pada alokasi belanja pemeliharaan. Peneliti ingin melihat kontribusi dana 

yang ada pada proses pelaksanaan belanja terkait dengan sifatnya yang rutin maka 

tentu tidak akan sedikit menghabiskan anggaran. Ketersediaan aset tetap bahkan 

sampai ke tingkat satuan kerja juga tidak dalam jumlah kecil.  

Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai topik penelitian seputar 

belanja pemeliharaan terkait dengan penelitian yang sebelumnya ada dan telah 

dipelajari, seperti : 

1. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap 

Belanja Modal di Jawa Barat (Solikin, 2007) yang menunjukan 

adanya pengaruh positif PAD dan DAU baik secara parsial maupun 

simultan terhadap belanja modal. Ini berarti, semakin tinggi PAD 

yang dihasilkan atau DAU yang diterima maka semakin tinggi pula 

belanja modalnya.  

2. Studi Atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah dalam 

Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan 

(Abdullah et al., 2006) yang menunjukkan bahwa tidak adanya 

                                                            
4Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 23 
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pengaruh PAD terhadap belanja modal, namun sumber pendapatan 

lain  berupa dana perimbangan berasosiasi positif terhadap belanja 

modal. Hasil lainnya  menunjukan adanya asosiasi positif juga dari 

belanja modal terhadap belanja pemeliharaan, jadi, semakin tinggi 

belanja modal maka semakin tinggi pula belanja pemeliharaan 

kedepannya. 

3. Hubungan Belanja Modal dengan Belanja Pemeliharaan pada 

Pemerintah Kabupaten/Kota (Studi Kasus di Wilayah Sumatera 

Bagian Selatan) (Baihaqi et al., 2009)  yang menunjukkan bahwa 

adanya korelasi antara belanja modalt  dengan belanja pemeliharaant  

di wilayah baik kota maupun kabupaten, adanya korelasi antara 

belanja modalt  dengan belanja pemeliharaant+1 di wilayah kota namun 

tidak di wilayah kabupaten. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul “Pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Pemeliharaan (Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Barat periode 2010-2011)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sentralisasi pada sistem pemerintahan kini telah digantikan dengan sistem 

desentralisasi, atau otonomi daerah. Saatnya pemerintah daerah berjalan mandiri 

tanpa banyak campur tangan pusat terlalu dalam. 
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Pemerintah daerah dengan berbagai ragam keadaan dari mulai struktur 

geografis hingga dalam hal perekonomian harus mampu menyejahterakan 

rakyatnya melalui berbagai macam program kerja pro publik, terutama dalam hal 

belanja yang bersifat fisik dimata publik, agar publik bisa melihat 

pertanggungjawaban dari pemerintah daerah setempatnya. 

Terkait beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk secara umum 

mengetahui belanja pemeliharaan, yang sebelumnya penelitian lebih dilihat dari 

sisi jumlah belanja modal, yang akan menimbulkan pertanyaan penelitian seperti,  

“Apakah semakin tinggi belanja modal juga akan membuat tinggi belanja 

pemeliharaan?” 

Pada kesempatan lain, peneliti ingin melihat pengaruh pendapatan pemerintah 

baik yang berasal dari daerah asli ataupun dari transfer pusat terhadap belanja 

pemeliharaan, sehingga muncullah pertanyaan penelitian, yaitu : 

1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

Pemerintah pada provinsi Jawa Barat? 

2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 

Pemeliharaan pada Provinsi Jawa Barat? 

3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja 

Pemeliharaan pada provinsi Jawa Barat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Peneliti ingin menjabarkan tujuan dari penelitian ini untuk memberikan bukti 

empiris mengenai : 
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1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja 

Pemeliharaan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2010-

2011. 

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Pemeliharaan 

pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2010-2011. 

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Pemeliharaan 

pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2010-2011. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini tentunya memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait 

dalam proses penyusunan. Manfaat yang diharapkan berupa : 

a. Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terkait yakni 

ilmu akuntansi pemerintahan, terutama agar bisa lebih memanfaatkan 

segala bentuk dana secara efektif dan efisien, sehingga publik tidak 

kecewa. 

b. Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

wawasan berfikir peneliti sendiri mengenai hal-hal apa saja yang terjadi 

di pemerintahan khususnya pemerintah daerah terkait dengan urusan 

belanja daerah, baik secara luas ataupun lebih khusus, dan beberapa teori 

yang berkesinambungan dengan mata kuliah yang telah dipelajari 
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sebelumnya. Selanjutnya, peneliti bisa lebih memahami hubungan antara 

teori dan secara praktik yang ada terkait bidang akuntansi pemerintahan. 

2. Bagi pemerintah daerah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah 

daerah untuk lebih bisa memanfaatkan transfer dana yang diberikan dari 

pemerintah pusat bersamaan dengan pendaapatan asli daerah yang 

diterima sendiri sebaik-baiknya agar efisien. 

3. Bagi pembaca dan penelitian selanjutnya 

Pembaca diharapkan bisa memetik manfaat yang terkandung didalam 

penelitian guna memberikan bahan pengetahuan mengenai PAD, DAU 

dan DAK terhadap alokasi Belanja Pemeliharaan, serta dapat menjadi 

referensi penelitian yang relevan di kemudian hari. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Anggaran 

Anggaran erat hubungannya dengan perencanaan. Dimana perencanaan 

yang lebih spesifik dalam anggaran adalah perencanaan keuangan terkait 

dengan pengeluaran sekarang atau untuk estimasi masa depan dengan 

pertimbangan masa sebelumnya. 

Anggaran Negara menurut buku John F.Due, “Government Finance and 

Economic Analysis” (dalam Sugijanto et al., 1995) dalam buku Akuntansi 

Sektor Publik  Organisasi Non Laba : 

 “A budget, in the general sense of term, is a financial plan for specific 

period of time. A government budget therefore, is a statement of proposed 

expenditures and expected revenues for coming period, together with data of 

actual expenditures and revenues for current and past period” 

dan menurut the National Committee on Governmental Accounting (NCGA) : 

“Abudget is a plan of financial operation embodying an estimated of proposed 

expenditures for a given period of time and the proposed means of financing 

them”.  
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Ada dua jenis anggaran sektor publik : 

a. Anggaran Negara dan Daerah atau yang biasa disebut dengan APBN 

dan APBD. 

b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran 

usaha setiap BUMN/BUMD serta badan publik hukum atau gabungan 

publik-swasta. 

Proses penyusunan anggaran sektor publik disesuaikan dengan peraturan 

lembaga yang lebih tinggi. Sejalan dengan pemberlakuan UU No. 22 Tahun 

1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah yang kemudian juga di revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

lahirlah tiga paket perundang-undangan yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan 

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara dan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

yang telah membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan 

pemerintahan dan pengaturan keuangan, khususnya Perencanaan dan Anggaran 

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat (Bastian, 2006:164). 

Sistem penganggaran telah berkembang sesuai dengan pencapaian kualitas 

yang juga semakin tinggi. Anggaranpun kini terbagi kedalam beberapa jenis. 

Beberapa rancangan penyusunan anggaran menurut Sugijanto, et al., (1995): 
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a. Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada 

darimana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan. 

b. Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja yang 

memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar 

penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. 

c. Planning Programming and Budgeting System adalah suatu proses 

perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran, yang didalamnya 

terkandung identifikasi tujuan organisasi atas permasalahan yang 

mungkin timbul. 

d. Zero Based Budgeting lahir sebagai jawaban atas rasionalitas proses 

pembuatan anggaran. 

e. Performance Budgeting adalah sistem penganggaran yang berorientasi 

pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana 

strategis organisasi.  

Evaluasi anggaran merupakan proses yang menjadi gambaran untuk 

menentukan proses penganggaran tahun depan. Baiknya agar tidak terlalu 

banyak perubahan yang apabila terjadi bisa menyebabkan kelemahan 

fundamental proses penganggaran. Pada penerapannya, kelebihan alokasi dan 

kekurangan alokasipun banyak dirasakan sehingga perlunya konservatisme 

yang berwawasan kedepan.  

Sesuai dengan pendapat Schultz dalam Bastian (2006:182) : 

“Karena kemampuan kita melihat lebih jauh konsekuensi sosial dari program 
perubahan sangat terbatas, perubahan kerah yang objektif seharusnya 
berlangsung secara perlahan, reaksi yang keras membuat kita keluar dari 
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Negara. Kita membuat program dengan langkah berikutnya, koreksi, dan 
penyesuaian yang tidak pernah berhenti”. 
 

2.1.2 Kebijakan Otonomi Daerah 

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin 

pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi 

fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah 

dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang 

dipandang sangat demokratisasi dan memenuhi aspek desentralisasi yang 

sesungguhnya (Maimunah,2006). 

Menurut Ulum (2004) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik Sebuah 

Pengantar, Otonomi daerah dewasa ini telah menjadi semacam new product 

dari sebuah “industri” bernama pemerintah yang begitu masuk dipasar 

langsung memperoleh tanggapan sangat tinggi. Otonomi daerah menjadi 

sesuatu yang marketable dari berbagai sisi dan bidang kajian. 

Pada masa sebelumnya, yaitu masa rezim Orde Baru, sentralisasi menjadi 

satu aspek pemerintahan yang berprinsip bahwa pemerintah pusat lah yang 

paling mempunyai kewenangan besar dalam mengontrol segala sumber-

sumber penerimaan negara yang berasal dari daerah. Daerah-daerah yang 

sebenarnya mempunyai SDA yang bagus mendapatkan feedback  yang tidak 

sesuai dengan porsi potensi yang dimilikinya. 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan. Jika semangat kedua undang-undang tersebut diwujudkan, maka 

tujuan otonomi daerah adalah untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih 

demokratis, menciptakan sistem yang lebih menjamin pemerataan dan 

keadilan, memungkinkan setiap daerah menggali potensi natural dan kultural 

yang dimiliki, dan kesiapan menghadapi tantangan globalisasi, serta yang 

sangat penting adalah terpeliharanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan kata lain, pemerintah ingin melaksanakan pasal 18 UUD 1945, yaitu 

dengan melaksanakan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

(Bastian, 2006;338). 

Penerapan sistem otonomi daerah tidak semata-mata bertujuan untuk 

menguntungkan salah satu pihak baik itu hanya dari sisi pemerintah pusat atau 

daerah saja,tetapi pasti juga mempunyai keuntungan satu sama lain. 

Mengacu dari apa yang disebutkan Halim (dalam Indraningrum 2011), 

tujuan otonomi dibedakan menjadi dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan 

pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari kepentingan 

pemerintah pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan 

kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, dan mewujudkan demokratisasi 

sistem pemerintahan di daerah. Sementara itu, dari sisi kepentingan 

pemerintah daerah mempunyai tiga tujuan yaitu : 

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai political equality, artinya 

melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan 

bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam berbagai aktivitas 

politik di tingkat lokal atau daerah.  
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2. Untuk menciptakan local accountability, artinya dengan otonomi 

daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

memperhatikan hak-hak masyarakat.  

3. Untuk mewujudkan local responsiveness, artinya dengan otonomi 

daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai 

masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi 

pembangunan sosial dan ekonomi daerah.  

Menurut Rondinelli, McCullough dan Johnson (1989: 73) dalam buku 

Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar 2006, menyatakan bahwa, secara 

teoritis, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri anggaran 

pengeluaran rutin dan pembangunan, merupakan salah satu tolok ukur utama 

dalam menilai kualitas otonomi yang dimiliki. Atau dengan kata lain, semakin 

besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terhadap anggaran belanja 

daerah, maka kualitas otonomi daerah akan semakin tinggi. 

 

2.1.3 Belanja Daerah 

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan (UU No.32 Tahun 2004). Belanja di lingkungan akuntansi 

pemerintahan di Indonesia diartikan sebagai semua pengeluaran bendahara 

umum negara / daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali 

pembayarannya oleh pemerintah (Nordiawan et al., 2007:187). 
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Menurut Purnomo (dalam Annisa 2011), Belanja Daerah adalah semua 

kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam 

peiode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah merupakan 

anggaran tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam satu 

tahun anggaran (Rahim, 2008). 

Jadi, bisa disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan kewajiban bagi 

pemerintah dalam satu masa periode anggaran yang mengurangi langsung 

ekuitas dana. 

Pada umumnya, belanja daerah dipakai untuk urusan pendanaan kegiatan 

pemerintah pada provinsi atau kabupaten / kota tersebut dengan terdiri dari 

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya berada di bidang 

tertentu yang mengacu pada perundang-undangan. 

Berdasarkan PP 24 Tahun 2005 didalam buku Akuntansi Pemerintahan 

(Nordiawan et al., 2007:188), belanja dapat diklasifikasikan berdasarkan : 

a. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada 

jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. 

b. Klasifikasi berdasarkan organisasi adalah pengelompokan berdasarkan 

unit organisasi pengguna anggaran. 

c. Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan yang didasarkan pada 

fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 
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Pada hal struktur, belanja dibedakan menjadi dua macam yaitu belanja 

tidak langsung dan belanja langsung. Adapun secara lebih rinci dikatakan 

dalam Mahmudi (2009:97) : 

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja ini 

dirinci lagi menurut jenis, objek, dan rincian objek belanja. Adapun lebih 

detailnya terdiri atas : 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Bunga 

3. Belanja Subsidi 

4. Belanja Hibah 

5. Belanja Bantuan Keuangan 

6. Belanja Bantuan Sosial 

7. Belanja Tidak Terduga 

Belanja tak langsung digunakan secara periodik (umumnya bulanan) 

dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemda yang bersifat 

umum (Astuti dalam Halim, 2007:171). 

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Sama 

halnya dengan belanja tidak langsung, belanja langsung juga dirinci menjadi 

jenis, objek, dan rincian objek belanja. Secara lebih terinci : 

1. Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 
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3. Belanja Modal 

Karakteristik belanja langsung adalah input / alokasi belanja yang 

ditetapkan dapat diukur dan diperbandingkan dengan output yang dihasilkan 

(Astuti dalam Halim, 2007:171). 

 

 2.1.3.1 Belanja Modal 

 Pasal 53 Ayat 1 Permendagri 13 Tahun 2006 Belanja modal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan untuk 

pengeluaran yang  dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang  mempunyai nilai manfaat lebih 

dari 12 (dua  belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan  pemerintahan, 

seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan,  irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk 

didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas 

dan kualitas asset (Syaiful, 2013). 

Jika disimpulkan, jelas bahwasanya belanja modal merupakan 

belanja pemerintah daerah yang manfaat belanjanya lebih dari satu tahun 

periode anggaran. Belanja modal dikelompokkan lagi kedalam lima jenis 

belanja, seperti : belanja modal tanah, belanja modal gedung & bangunan, 
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belanja modal peralatan & mesin, belanja modal jalan, irigasi, & jaringan, 

serta belanja modal fisik lainnya. 

Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki 

arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan 

daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada 

satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana 

dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan 

laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, 

mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain 

hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi 

(catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, 

pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan (Abdullah 

et al., 2006). 

 

 2.1.3.2 Belanja Pemeliharaan 

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk 

menjaga agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai 

dengan estimasi umur ekonomisnya. Dalam perspektif akuntansi, anggaran 

untuk pemeliharaan dihitung berdasarkan lamanya waktu atau periode 

pemakaian aset tetap, seperti halnya dalam penghitungan biaya depresiasi 

aset tetap. Artinya, jika suatu aset tetap diperoleh pada awal tahun, maka 

biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah untuk satu tahun, pun jika 
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aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka alokasi biaya 

pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu semester 

(Abdullah et al., 2006). 

Menurut Sri Haryati (2009) Belanja pemeliharaan adalah 

kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempertahankan aset 

tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi yang normal tanpa 

memperhatikan besar atau kecil. Belanja pemeliharaan adalah belanja yang 

bersifat rutin yang terdapat pada semua satuan kerja atau pemerintah 

daerah yang memiliki aset, sehingga penentuan besarnya anggaran belanja 

pemeliharaan setiap tahunnya tergantung pada banyaknya aset yang 

dimiliki oleh masing-masing satuan kerja atau pemerintah daerah yang 

bersangkutan. 

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan untuk gedung, 

bangunan, kendaraan dan sebagainya. Ukuran belanja pemeliharaan dapat 

dilihat dalam laporan realisasi APBD dimana disitu akan terlihat jumlah 

anggaran belanja pemeliharaan. 

 

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan (UU No.33 Tahun 2004). 
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PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari daerah itu 

sendiri. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

PAD yang sah (Nordiawan et al., 2007:181). 

Jika ditarik kesimpulan, PAD adalah penerimaan pemerintah daerah yang 

bersumber dari daerah itu sendiri yang dirinci berdasarkan pos-pos seperti 

pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah 

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan 

Asli Daerah yang dipisahkan, yaitu (Halim,2007) : 

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. 

2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi 

daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis 

pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan restribusi daerah 

berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 

Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah, dirinci 

menjadi: 

a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: Pajak kendaraan bermotor dan 

kendaraan di atas air, Bea balik nama kendaraan bermotor 

(BBNKB) dan kendaraan di atas air, Pajak bahan bakar kendaran 

bermotor, dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah 

tanah dan air permukaan. 
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b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerangan 

Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir. 

c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: Retribusi Jasa Umum, 

Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perijinan Tertentu. 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan. 

Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 

a. Bagian laba perusahaan milik daerah. 

b. Bagian laba lembaga keuangan bank. 

c. Bagian laba lembaga keuangan non bank. 

d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi. 

Pada pelaksanaan otonomi daerah yang sebenarnya telah lama berlangsung 

ini masih sering adanya kelemahan-kelemahan bahwa pemerintah daerah yang 

belum bisa memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dalam hal pembiayaan 

kegiatan mereka sendiri dan hal lain yang terajdi adalah mereka justru 

mengandalkan dana transfer pusat yang berupa dana perimbangan. 

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber 

penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi 

daerah. Menurut Brahmantio (dalam Rahmawati, 2010) pungutan pajak dan 

retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan 
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PAD, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan 

perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya PAD. 

Untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan 

PAD perlu dilakukan upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi, 

profitabilitas, dan bahkan privatisasi perusahaan daerah (Mahmudi, 2009:26). 

 

2.1.5 Dana Perimbangan 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN 

yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). 

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal 

dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah 

dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama 

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Adisasmita, 

2010:167). 

Dana perimbangan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu : Dana 

Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 

(DBH). Beberapa jenis dana perimbangan tersebut, bisa dipilih jenis dana 

yang dapat dikendalikan oleh daerah dan mana yang tidak. DBH merupakan 

jenis dana yang dapat dikendalikan, dalam arti dapat mempengaruhi jumlah 

penerimaannya. DAU, dihitung dengan formula tertentu yang relatif kecil 

dapat dipengaruhi besarannya oleh pemerintah daerah. DAK, bagi pemerintah 

daerah tingkat tertentu masih mungkin dapat mempengaruhi jumlah 
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penerimaannya meskipun kebijakan sepenuhnya tergantung pusat (Mahmudi, 

2009:27). 

2.1.5.1 Dana Alokasi Umum 

 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai 

kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No.33 

Tahun 2004). DAU bertujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan 

daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan 

kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah diseluruh daerah 

dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan 

merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD ( Supriadi et 

al., dalam Adisasmita, 2010:175). 

Pada kesimpulan yang bisa diambil, DAU merupakan dana yang berasal 

dari pendapatan APBN yang diberikan pusat kepada daerah dengan tujuan 

pemerataan kemampuan fiskal daerah. Jika digunakan dengan baik, DAU bisa 

menjadi pembiayaan yang cukup dalam kegiatan belanja. 

Didalam buku Akuntansi Pemerintahan (Nordiawan et al., 2007:56), 

DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten / kota. Jumlah keseluruhan 

DAU ditetapkan dalam APBN, dengan ketentuan : 

1. Jumlah seluruh DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 25% - 26% dari 

Pendapatan Dalam Negeri Netto. 
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2. Proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten / kota dihitung dari 

perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan povinsi dan kabupaten / kota. 

3. Jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, 

proporsi DAU antar provinsi dan kabupaten / kota ditetapkan dengan 

imbangan 10% dan 90%. 

Kebutuhan suatu daerah akan DAU dilihat sejalan dengan potensi 

daerahnya dan berpatokan dengan yang disebut ‘celah fiskal’ atau fiscal gap. 

DAU = CELAH FISKAL + ALOKASI DASAR 

dimana, 

CELAH FISKAL = KEBUTUHAN FISKAL – KAPASITAS FISKAL 

DAU atas celah fiskal provinsi dihitung dengan bobot provinsi 

dikalikan dengan DAU seluruh provinsi. Sedangkan celah fiskal pada 

kabupaten / kota  dengan, bobot kabupaten / kota dikalikan dengan seluruh 

jumlah DAU kabupaten/kota. 

2.1.5.2 Dana Alokasi Khusus 

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 

tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 

Tahun 2004). 

DAK dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk 

membiayai dana dalam APBN, yang dimaksud dengan daerah tertentu 
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adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. 

Pengalokasian DAK memerhatikan ketersediaan dana dalam APBN 

(Adisasmita, 2010:182). 

Pengalokasian DAK tidak bisa ditetapkan dalam jumlah mutlak 

disetiap tahunnya karena melihat adanya ketersediaan dana dalam APBN. 

Dana perimbangan masih menjadi sumber penerimaan dengan jumlah 

yang besar. Pemanfaatan DAU ,untuk belanja pegawai terutama, bisa 

diatas 50%. Penggunaan DAK dengan baik sebagai penyelenggaraan 

sarana dan prasarana fisik yang baik bisa meningkatkan kualitas kinerja 

pemerintah daerah melalui aspek pendidikan, kesehatan atau 

pembangunan infrastruktur. 

DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau 

peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka 

panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK bisa membantu biaya 

pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk 

periode terbatas, tidak melebihi tiga tahun (Adisasmita, 2010:182). 

Penggunaan DAK yang didasarkan pada departemen PU yang 

dilandasi PP No.55 Tahun 2005 mencakup hal-hal seperti : mengusulkan 

kegiatan khusus yang akan didanai oleh DAK Bidang Infrastruktur, berupa 

prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana dan sarana air bersih dan 

sanitasi. 
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Rujukan DAK bidang infrastruktur menurut Permen PU No.42 Tahun 

2007 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Infrastruktur, 

didalamnya disebutkan mengenai prioritas nasional, yakni : 

1) Subbidang jalan untuk meningkatkan integrasi fungsi jaringan 

jalan, meningkatkan akses-akses ke daerah potensial, membuka 

daerah terisolasi dan terpencil, mendukung pengembangan 

kawasan perbatasan, mendukung kawasan pariwisata. 

2) Subbidang irigasi untuk mempertahankan tingkat pelayanan 

jaringan irigasi (termasuk jaringan reklamasi rawa) di provinsi dan 

kabupaten / kota guna mendukung program ketahanan pangan. 

3) Subbidang air minum dan sanitasi untuk memberikan akses 

pelayanan sistem penyediaan air minum dan sanitasi kepada 

masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan kawasan 

kumuh perkotaan termasuk daerah pesisir dan pemukiman nelayan. 

Pengalokasian DAK tidak sembarangan, yaitu suatu daerah harus 

mempunyai tiga kriteria yang telah ditetapkan, seperti Kriteria Umum, 

Kriteria Khusus, dan Kriteria Tekhnis. Adapun ciri-ciri untuk masing-

masing kriteria daerah: 

a. Kriteria Umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan 

daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah 

dikurangi belanja pegawai negeri sipil. 

b. Kriteria Khusus adalah perumusan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan 
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karakteristik daerah serta berdasarkan indeks kewilayahan oleh 

Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri 

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri / pimpinan 

lembaga terkait. 

c. Kriteria Tekhnis adalah perumusan berdasarkan indikator-indikator 

kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK (Nordiawan et al., 

2007:59). 

Berikut peneliti berikan grafik alokasi DAK dibidang infrastruktur 

(sesuai dengan fenomena yang ada pada latar belakang) : 

 
Gambar 2.1 

Perkembangan Alokasi DAK Bidang Infrastruktur 2003-2010 

Sumber : Biro Perencanaan dan KLN Kementrian PU (2010)  
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2.2 Review Penelitian Relevan 

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, maka peneliti tertarik untuk 

mencoba meneliti dalam ruang lingkup hal yang sama. Dasar penelitian berasal 

dari penelitian-penelitian yang telah lebih dulu ada dan relevan. Dibawah ini akan 

peneliti jabarkan hasil penelitian terdahulu yang berada dalam ruang   lingkup 

yang sama dengan peneliti, lihat Tabel 2.1 : 
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 No Peneliti 

 
Judul Hipotesis Metode Hasil 

1 Syukri 
Abdulah & 
Abdul 
Halim 
(2006) 

Studi atas belanja 
modal pada anggaran 
pemerintah daerah 
dalam hubungannya 
dengan belanja 
pemeliharaan dan 
sumber pendapatan 

H1: Belanja modal 
berasosiasi positif 
terhadap belanja 
pemeliharaan 
H2: Pendapatan 
sendiri berasosiasi 
positif terhadap 
belanja modal 
H3: Pendapatan dari  
pemerintah atasan 
berasosisasi positif 
terhadap belanja 
modal 

Sampel menggunakan kab 
dan kota provinsi pulau 
sumatera termasuk Bangka-
belitung. 
metode pengambilan sampe  
menggunakan convenience 
sampling. 
Data bersumber dari realisasi 
APBD yang diperoleh dari 
situs Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Pusat 
dan Daerah ( 
http://www.djpkpd.or.id ) 
tahun anggaran 2003 dan 
2004.  
Data yang diambil adalah 
realisasi PAD, dana 
perimbangan, 
belanja modal, dan belanja 
pemeliharaan. 

H1 : menggunakan dua jenis 
perhitungan. 
Data level : belanja modal berasosiasi 
terhadap belanja pemeliharaan pada 
derajat signifikansi 5%. Ini 
menunjukkan bahwa besaran belanja 
modal berasosiasi positif terhadap 
belanja pemeliharaan. 
Data change : belanja modal 
berasosiasi positif terhadap belanja 
pemeliharaan pada derajat 
signifikansi 5%. Ini memberikan 
pemahaman bahwa pembuatan 
keputusan pengalokasian belanja 
modal berasosiasi positif terhadap 
pengalokasian belanja pemeliharaan. 
H1 didukung secara empiris dan 
menunjukkan bahwa hubungan 
asosiatif antara belanja modal dan 
belanja pemeliharaan adalah robust. 
 
H2 ditolak : pendapatan sendiri tidak 
berasosiasi terhadap belanja modal. 
H3 diterima : Pendapatan daerah 
berupa dana perimbangan 
berpengaruh terhadap pengalokasian 
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belanja modal. 
2 Baihaqi 

Husnul 
Khotimah 
(2009) 

Hubungan belanja 
modal dengan belanja 
pemeliharaan pada 
pemerintah 
kabupaten/kota (di 
wilayah sumatera 
bagian selatan) 

H1 : belanja modal 
berhubungan dengan 
belanja 
pemeliharaan pada 
pemerintah 
kabupaten/kota di 
wilayah sumatera 
bagian selatan 
H2 : belanja modal 
tahun sebelumnya 
(2005) berhubungan 
dengan belanja 
pemeliharaan tahun 
berikutnya (2006) 
pada pemerintah 
kab/kota sumbagsel 
H3 : terdapat 
perbedaan antara 
belanja modal dan 
belanja 
pemeliharaan pada 
peemerintah kota 
dan pemerintah 
kabupaten di 
wilayah sumbagsel 
 

Sampel yang digunakan 
adalah 18 pemda baik 
kabupaten / kota. 
 
Data yang digunakan adalah 
belanja modal dan belanja 
pemeliharaan pada laporan 
realisasi APBD. 
 
Uji statistic dengan 
menggunakan spss 12.0 for 
windows dengan metode 
analitis : 

1. Analitis deskriptif 
2. Analitis korelasi 
3. Uji beda 

 
 

H1 diterima : terdapat korelasi 
belanja modal dengan belanja 
pemeliharaan di kab/kota baik di 
tahun 2005 dan 2006 
H2 ditolak : terdapat korelasi belanja 
modal 2005 dengan belanja 
pemeliharaan 2006 di kota saja 
sedangkan dikabupaten tidak. 
H3 ditolak : tidak terdapat perbedaan 
nyata antara belanja modal dan 
belanja pemeliharaan di kab/kota. 
 

3 Sri Hayati Analisis Pengaruh  Jenis metode penelitian yang 1. Belanja modal berpengaruh 
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BR 
Sembiring 
(2009) 

Belanja Modal dan 
Pendapatan Asli 
Daerah terhadap 
Belanja Pemeliharaan 
dalam Realisasi 
Anggaran 
Pemerintahan 
Kabupaten dan Kota 
di Provinsi Sumatera 
Utara 

digunakan peneliti adalah 
metode desain kausal. 
Data yang diambil adalah 
realisasi PAD, Belanja Modal, 
dan Belanja Pemeliharaan 
dari tahun 2000–2007. 
 
Model dan teknis 
menggunakan : 
1. Uji normalitas 
2. Uji multikolenearitas 
3. Uji heteroskedasitas 
4. Uji autokorelasi 
 
Menggunakan uji hipotesis t-
test dan F-test (ANOVA) 
 
 
 

positif signifikan terhadap 
belanja pemeliharaan 

2. PAD berpengaruh positif 
signifikan terhadap belanja 
pemeliharaan 

4 Ikin 
Solikin 
SE., M.Si., 
Ak. (2007) 

Hubungan 
Pendapatan Asli 
Daerah dan Dana 
Alokasi Umum 
dengan Belanja 
Modal di Jawa Barat 

  PAD berhubungan positif terhadap 
belanja modal 
 
DAU berhubungan positif terhadap 
belanja modal 
 
PAD dan DAU berhubungan positif 
terhadap belanja modal 



 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 
    
 

Gambar 2.2 
Model Kerangka Berpikir mengenai Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja 

Pemeliharaan 
 

Pemerintah mengeluarkan laporan APBD sebagai cerminan hasil kinerja yang 

telah dilakukan selama satu periode anggaran. Didalam APBD terkandung pos 

Pendapatan dan pos Belanja. Lebih rinci lagi, pada pos pendapatan terdapat 

penerimaan seperti dalam bentuk PAD, lain-lain yang sah dan penerimaan transfer 

yang berasal dari pusat berupa Dana Perimbangan yaitu, DAU, DAK, dan DBH. 

Pada pos belanja terdapat Belanja daerah yang didalamnya masih terdapat banyak 

komponen lainnya. Salah satu jenis belanja yang dilakukan pemerintah adalah 

belanja modal dalam kaitannya dengan pembelian asset tetap, yakni yang 

memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan. Selanjutnya, asset dan asset tetap 

yang telah dibeli harus dijaga dan di pelihara sehingga ketika akan digunakan lagi 

masih dalam kondisi yang baik dan siap pakai, sesuai dengan umur ekonomis 

yang dimiliki. Menjaga dan memelihara asset-aset tetap tersebut juga 
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DAU (X2) 

 

 
DAK (X3) 

 

BELANJA PEMELIHARAAN 
(Y) 



 

menghabiskan anggaran, yang lebih tepatnya dikatakan belanja pemeliharaan. 

Manfaat belanja pemeliharaan itu sendiripun untuk menambah umur ekonomis 

suatu asset tetap. Belanja pemeliharaan yang rutin dilakukan tentunya tidak 

sedikit menghabiskan dana. 

Penggunaan dana untuk belanja berasal dari beberapa sumber seperti daerah 

sendiri dan pemerintah pusat. Melihat penelitian yang telah lebih dahulu 

dilakukan, tentunya peneliti ingin terjun kedalam bidang yang sama untuk melihat 

alokasi penggunaan dana dalam belanja, tepatnya belanja pemeliharaan. Sesuai 

dengan berlakunya otonomi daerah, apakah pendapatan asli daerah sendiri telah 

banyak menutup kebutuhan belanja ataukah suatu daerah masih banyak yang lebih 

mengandalkan dana transfer ketimbang sumber ekonomi di tempatnya sendiri.  

Dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana pengaruh PAD yang dihasilkan 

masing-masing pemda, serta DAU dan DAK yang diberikan pemerintah pusat 

kepada pemda dalam membiayai Belanja Pemeliharaan di setiap periode. Apakah 

terdapat pengaruh positif dari alokasi dana yang asalnya berbeda terhadap belanja 

pemeliharaan? Selanjutnya, penelitian akan menggunakan metode penelitian yang 

sesuai untuk menjawab hipotesis yang ada. 

 

2.4 Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada suatu dugaan akan 

suatu permasalahan. Dugaan ini dalam ilmu statistik disebut sebagai hipotesis. 

Hipotesis kemudian akan diuji oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan 

mengenai permasalahan tersebut. Untuk selanjutnya peneliti akan bekerja 



 

berdasarkan hipotesis ini mulai dari pengumpulan data yang relevan dengan 

hipotesis sampai pada pengujiannya. 

H1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap alokasi 

Belanja Pemeliharaan 

H2 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi 

Belanja Pemeliharaan 

H3  : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap alokasi 

Belanja Pemeliharaan 

H4  : PAD, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja 

Pemeliharaan. 
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BAB III 

OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2005) 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

menjadi objek dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten / 

Kota Provinsi Jawa Barat periode 2010-2011 dan Peraturan Daerah Mengenai 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya objek inilah yang akan 

menjadi sasaran dalam pemenuhan tujuan penelitian. 

 

3.2 MetodePenelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengolah data sekunder atas 

laporan realisasi APBD dan peraturan daerah periode 2010-2011. Selain untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah juga menganalisanya untuk 

mendapatkan kesimpulan, maka penelitian ini disebut juga metode deskriptif 

analitis. 
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3.3 Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent) 

  Variabel independent (bebas) Ghozali (dalam Indraningrum, 2011) 

menjelaskan bahwa disebut variabel independen karena veriabel ini tidak 

dipengaruhi oleh variabel antiseden (sebelumnya). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (X1), 

Dana Alokasi Umum (X2), dan Dana Alokasi Khusus (X3), yang menjadi 

indicator untuk masing-masing variable yaitu : 

a. Pendapatan Asli Daerah (X1) 

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang 

bersumber dari hasil ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah. Alat ukur pada variable ini adalah 

pos pendapatan asli daerah pada laporan realisasi APBD. 

b. Dana Alokasi Umum (X2) 

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana 

yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah 

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat 

dengan Pemerintah Daerah).  Alat ukur pada variable ini 

adalah pos DAU yang terdapat pada laporan realisasi APBD. 
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c. Dana Alokasi Khusus (X3) 

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan 

tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional 

(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 

Daerah). Alat ukur pada variable ini adalah pos DAK yang 

terdapat pada laporan realisasi APBD. 

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent) 

 Variabel dependent (terikat) Ghozali menjelaskan (dalam Indraningrum, 

2011) karena variabel ini dipengaruhi variabel sebelumnya. 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah Belanja Pemeliharaan, dan yang 

menjadi indikator pada penelitian ini adalah kegiatan pemeliharaan dan 

rehabilitasi pada setiap bagian baik itu belanja pegawai, barang dan jasa 

ataupun belanja modal. 

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dialokasikan untuk menjaga 

agar aset tetap senantiasa dalam kondisi siap digunakan sesuai dengan 

estimasi umur ekonomisnya. 
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Tabel 3.1 

OperasionalisasiVariabel 

Sumber : Data Penelitian (diolah) 

 

 

 

Variabel Konsepvariabel Indikator 
Pendapatan 
Asli Daerah 
(Variabel X1)  

Penerimaan yang bersumber 
dari hasil ekonomi asli 
daerah berupa pajak daerah, 
retribusi daerah, hasil 
perusahaan milik daerah dan 
lain-lain pendapatan daerah 
yang sah. 

Pos PAD pada bagian 
Pendapatan pada Laporan 
Realisasi APBD Tahunan. 

Dana Alokasi 
Umum 
(Variabel X2)  

Dana Alokasi Umum, 
selanjutnya disebut DAU 
adalah dana yang bersumber 
dari pendapatan APBN yang 
dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan 
keuangan antar daerah 
untuk mendanai kebutuhan 
daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. 

Pos DAU pada bagian 
Pendapatan pada Laporan 
Realisasi APBD Tahunan. 

Dana Alokasi 
Khusus 
(Variabel X3) 

Dana yang bersumber dari 
pendapatan APBN yang 
dialokasikan kepada daerah 
dengan tujuan untuk 
membantu mendanai 
kegiatan khusus yang 
merupakan urusan Daerah 
dan sesuai dengan prioritas 
nasional 

Pos DAK pada bagian 
pendapatan pada Laporan 
Realisasi APBD Tahunan 

Belanja 
Pemeliharaan 
(Variabel Y) 

Belanja yang dialokasikan 
untuk menjaga agar aset 
tetap senantiasa dalam 
kondisi siap digunakan 
sesuai dengan estimasi umur 
ekonomisnya. 

Kegiatan pemeliharaan 
dan rehabilitasi dalam 
setiap bagian dari belanja 
pegawai, belanja barang 
dan jasa serta belanja 
modal. 
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3.4 Metode Penentuan Populasi atau Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten / Kota di Indonesia. 

Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

secara purposive sampling, dimana sampel penelitian memenuhi kriteria tertentu 

yang dikehendaki peneliti dan kemudian dipilih  berdasarkan pertimbangan sesuai 

dengan tujuan penelitian dengan kriteria : 

a. Mempunyai Laporan Relisasi APBD annual yang dilaporkan kepada 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan periode 2010-2011. 

b. Tercantum kegiatan pemeliharaan atau rehabilitasi pada setiap bagian 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dalam 

peraturan daerah mengenai realisasi pendapatan dan belanja periode 

2010-2011. 

c. Pada laporan realisasi APBD tersebut tercantum PAD, DAU, dan DAK 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Penelitian dilakukan dengan mengambil data periode 2010-2011 dengan 

penghitungan : 

N  =Jumlah daerah x Tahun penelitian 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengambilan data dengan metode data sekunder, data dikumpulkan 

dengan cara dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan 

menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini 

menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi Kabupaten / 
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Kota di Jawa Barat. Dalam usaha memperoleh data dan informasi yang dilakukan 

peneliti yaitu dengan membaca buku dan mencatat buku mengenai penelitian 

terkait, mencari dan mencatat data–data yang ada di Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan. 

 

3.6 Metode Analisis 

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis 

regresi berganda adalah analisis mengenai dua atau lebih variabel independen 

dengan satu variabel dependen. 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variable 

dependen dengan satu atau lebih variable independen, dengan tujuan 

mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam 

Rachmawati, 2010). 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen (Ghozali, 2011). 

Teknik yang melandasi analisis regresi bisa menggunakan OLS atau 

Ordinary Least Square untuk mencari pangkat kuadrat terkecil. Dalam penelitian 

ini, tiga komponen dari pendapatan daerah yaitu PAD, DAU dan DAK sebagai 

variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah 

sebagai variabel dependen. 
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3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2011 : 19), Statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan Skewness. 

Uji statistik deskriptif tersebut dilakukan dengan program IBM SPSS 16. 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, 

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus serta Belanja Pemerintah. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Penggunaan uji asumsi klasik dimaksudkan agar menghindari terjadinya 

bias sebelum melakukan analisis regresi. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, Ghozali 

(2011 : 160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik 

atau melihat histogram dari residualnya, Ghozali (2011 : 163). Dasar 

pengambilan keputusan:  

a. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal.  
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b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/ atau tidak mengikuti 

arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  

Normalitas data dapat diuji dengan melihat nilai  kurtosis dan  

skewness dari residual, Ghozali (2011 : 163). Nilai z statistik untuk 

skewness dapat dihitung dengan rumus:  

Zskewness =   Skewness 

√6 / √N  

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus:  

Zkurtosis =  Kurtosis 

  √24 / √N   

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung < Z tabel, maka data 

berdistribusi normal. Pada tingkat signifikansi 0,05 nilai Z tabel adalah 

1,96. 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent) 

(Ghozali,2011:105). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi antar korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 
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maka berarti tidak orthogonal yang artinya nilai korelasi antar sessama 

variabel independen sama dengan nol. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model 

regresi digunakan uji dengan melihat nilai tolerance dan lawannya yaitu 

nilai variance inflation factor (VIF). Model regresi yang bebas 

multikolinieritas adalah jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < dari 10, 

Ghozali (2011 : 105). 

3.6.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi, maka dinamakan 

problem autokorelasi (Ghozali, 2011:110) 

Ada beberapa cara menguji apakah ada autokorelasi atau tidak, salah 

satunya menguji dengan Uji Durbin – Watson (DW Test) : 

Tabel 3.2 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi 

Hipotesisnol Keputusan Jika 

Tdk ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tdk ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤du 

Tdk ada autokorelasi 
negative 

Tolak 4 – dl < d < 4 

Tdk ada autokorelasi 
negative 

No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tdk ada autokorelasi, 
positif atau negative 

Tdk ditolak du < d < 4 – du 

Sumber : Imam Ghozali, AplikasiAnalisisMultivariatedengan Program IBM SPSS 
19, 2011 
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3.6.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2011 : 139), uji heteroskedastisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Cara menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu 

dengan menggunakan analisis grafik  scatterplot. Pengujian scatterplot, 

model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas harus memenuhi syarat 

sebagai berikut :  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Selain itu, dapat diuji dengan uji statistik yang lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil. Dalam penelitian ini digunakan uji glejser. Uji glejser 

dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel 

independen. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas, Gujarati (dalam Ghozali, 2011 : 142). Apabila terdapat 

heteros-kedastisitas dalam model regresi, maka dapat dilakukan 
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transformasi variabel untuk mengobatinya. Salah satu caranya adalah 

dengan transformasi dalam bentuk logaritma, (Ghozali,2011 : 145). 

 

3.6.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Pengertian regresi linier berganda menurut Sugiyono (dalam Annisa, 

2011) menyatakan bahwa, analisis linier regresi digunakan untuk 

melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila 

nilai variabel independen dinaikan / diturunkan. 

Kegunaan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui 

arah hubungan apakah terdapat hubungan positif atau negatif dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen yang mengalami 

kenaikan atau penurunan. 

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel 

independen terhadap satu variabel dependen. Adapun persamaan untuk 

menguji hipotesis pada penelitian ini, yaitu: 

Y = α + β1X1  + β2X2 + β3X3 + ℮ 

Keterangan: 

Y = Belanja Pemeliharaan 

α = Konstanta 

X1 = PAD 

X2 = DAU 

X3 = DAK 

β = Koefisien regresi  

℮ = Error 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Koefisien Determinasi 

Pada intinya mengukur sejauh mana kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati 1, berarti variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011: 97). 

3.6.4.2 Uji Parsial (Uji-t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara parsial (terpisah). Jika dalam kasus ini, yang ingin 

dilihat adalah pengaruh PAD terhadap Belanja Pemeliharaan, atau 

DAU terhadap Belanja Pemeliharaan, atau juga DAK terhadap 

Belanja Pemeliharaan, masing-masing dilakukan secara satu-

persatu. Dasar pengambilan keputusan : 

a. Jika t hitung < t tabel maka variable independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variable 

dependen. 

b. Jika t hitung > t tabel maka variable independen secara 

individual berpengaruh terhadap variable dependen. 
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Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai 

signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output 

hasil regresi menggunakan SPSS. Jika angka signifikansi t lebih 

kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang 

kuat antara variabel independen dengan variabel dependen, Ghozali 

(2011 : 98).  

3.6.4.3 Uji Simultan (Uji-F) 

Nachrowi (2006 : 20) menyatakan bahwa uji-F digunakan 

untuk melakukan uji hipotesis koefisien regresi secara bersamaan. 

Hasil dari F hitung akan dibandingkan dengan F tabel. Jika F 

hitung lebih besar dari F tabel maka ada hubungan yang signifikan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Pada kasus 

ini, peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh, apabila, 

seluruh variabel bebas yaitu PAD, DAU dan DAK di regres secara 

serantak terhadap Belanja Pemeliharaan. Hasil signifikansi harus 

dibawah tingkat signifikansi standar yaitu 0,05 (5%). Pengujian 

dilakukan menggunakan program SPSS. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Unit Analisis / Observasi 

 Peneliti memilih  kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Barat sebagai 

sampel dalam penelitian. Periode tahun yang digunakan adalah 2010 – 2011. 

Adapun penggunaan sampel lebih lanjut bergantung kepada pemenuhan 

persyaratan, seperti : 

1. Seluruh kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Barat mencantumkan 

jumlah PAD, DAU, dan DAK pada Laporan Realisasi APBD. 

2. Laporan realisasi APBD masing-masing pemerintah daerah kabupaten 

dan kota yang telah diaudit, mendapatkan opini minimal Wajar Dengan 

Pengecualian (WDP). 

3. Terdapat pos ‘pemeliharaan’ pada Peraturan Daerah mengenai 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

masing-masing kabupaten dan kota. 

 Data yang digunakan peneliti, yang sekaligus menjadi objek yang diolah 

lebih lanjut, adalah berupa data sekunder yang berasal dari Laporan Realisasi 

APBD untuk memperoleh variabel bebas yaitu PAD (X1), DAU (X2), dan DAK 

(X3) serta buku Perda untuk memperoleh variabel terikat yakni Belanja 

Pemeliharaan (Y). 
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Lihat tabel 4.1 : 

Tabel 4.1 

Jumlah Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat tahun 2010-2011 52 

Kabupaten atau Kota yang tidak memenuhi kriteria (berdasarkan 

laporan audit) 2010-2011 
(2) 

Kabupaten atau Kota yang memiliki data ekstrem (3) 

Jumlah sampel keseluruhan 2010-2011 47 

Sumber : Data diolah peneliti, 2013 

 Seperti terlihat pada tabel 4.1 mengenai data untuk sampel penelitian. 

Dijabarkan bahwa sebenarnya terdapat total 26, yang terdiri dari 17 kabupaten 

dan 9 kota. Namun, pada tahun 2010, salah satu kabupaten yaitu Kabupaten 

Bandung Barat diberikan opini audit TMP, dengan kata lain sebenarnya laporan 

realisasi APBD tahun 2010 diaudit dengan hasil tidak ada opini yang bisa 

diberikan terkait dengan kekurangan yang ada dalam laporan realisasi APBD itu 

sendiri. Peneliti tidak mencantumkan Kab. Bandung Barat tahun 2010 dan 2011 

menjadi sampel karena berada diluar syarat, selain itu, data yang terkena outlier 

pun juga harus dibuang. Jumlah sampel keseluruhan yang digunakan menjadi 47 

sampel.  

 Selain laporan audit, masing-masing kabupaten dan kota juga harus 

mencantumkan jumlah dari masing-masing variabel yang dibahas yaitu PAD, 

DAU, DAK dan juga Belanja Pemeliharaan selama dua tahun. Lebih rinci 

mengenai jumlah dari masing-masing variabel ada pada lampiran. 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 4.2.1 Uji Statistik Deskriptif 

 Dalam uji statistik deskriptif, peneliti dapat memberikan gambaran atau 

deskripsi dari suatu data yang dilihat melalui sisi nilai rata-rata (mean), 

standara deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum. Melalui program spss, 

langkah-langkah memperoleh hasil statistic deskriptif adalah dengan pergi 

ke menu Analyze – Descriptive Statistic – Descriptive lalu centang pilihan 

Mean, Std. Deviation, Minimum, dan Maximum. 

  

 Berikut hasil uji statistik deskriptif : 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

BELANJA PEMELIHARAAN 50 1.26E9 2.53E11 5.1527E10 5.02594E10

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH 
50 3.74E10 8.33E11 1.8656E11 1.74228E11

DANA ALOKASI UMUM 50 2.17E11 1.33E12 7.1661E11 2.67159E11

DANA ALOKASI KHUSUS 50 1.97E9 1.60E11 6.4298E10 4.11890E10

Valid N (listwise) 50     

 
  Tabel 4.2 memberikan penjabaran jumlah sampel seluruhnya 

yang berkontribusi dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 sampel, 

jumlah keseluruhan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat 

periode 2010 – 2011. 

Dari 50 sampel tersebut dapat dilihat nilai minimum, maksimum, rata-

rata serta standar deviasi kabupaten dan kota seperti : 
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1. Pada variabel belanja pemeliharaan (Y), memiliki nilai rata-rata yang 

menjadi sampel sebesar 51,527,062,140.25 dan standard deviasi sebesar 

50,259,355,074.06. Nilai terendah untuk belanja pemeliharaan dimiliki 

oleh Kabupaten Ciamis tahun 2011 sebesar 1,264,259,787.00 sedangkan 

untuk nilai tertinggi jumlah belanja pemeliharaan adalah sebesar 

253,209,591,804.12 oleh Kabupaten Bandung 2011. 

2. Pada variabel PAD (X1), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar 

186,557,020,861.88 dan standard deviasi sebesar 174,227,657,164.06. 

Perolehan PAD terendah sebesar 37,358,705,002.00 oleh Kota Banjar 

tahun 2010. Sedangkan nilai tertinggi jumlah PAD sebesar 

833,254,175,288.00 pada Kota Bandung tahun 2011. Ini berarti bahwa 

Kota Bandung pada tahun 2011 lebih mandiri dibandingkan dengan 

semua kabupaten dan kota lain pada Provinsi Jawa Barat. Kota Bandung 

telah mampu mengolah sumber-sumber ekonomi nya untuk menjadi 

pendapatan daerah. 

3. Pada variabel DAU (X2), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar 

716,613,962,806.40 sedangkan untuk standard deviasi sebesar 

267,159,444,963.09. Perolehan DAU terendah sebesar 

217,383,597,000.00  pada Kota Banjar tahun 2010 sedangkan untuk nilai 

tertinggi 1,326,116,914,000.00 pada Kabupaten Bogor tahun 2011. DAU 

diberikan dengan mempertimbangkan adanya fiscal gap. Seyogyanya, 

ketika kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskal yang rendah, maka 

DAU yang diberikan juga tidak terlalu banyak dan sebaliknya. Dalam hal 
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ini, Kota Banjar pda tahun 2010 telah memiliki kapasitas fiskal yang 

tinggi sehingga jumlah DAU yang didapat diantara seluruh kabupaten 

dan kota di Provinsi Jawa Barat adalah yang paling sedikit. 

4. Pada variabel DAK (X3), nilai rata-rata yang menjadi sampel sebesar 

64,297,750,334.4 sedangkan untuk  standard deviasi sebesar 

41,188,975,233.29. Perolehan DAK dengan nilai terendah sebesar 

1,967,400,000.00 oleh Kota Cimahi tahun 2011, dan untuk nilai tertinggi 

sebesar 160,303,906,720.00 pada Kabupaten Sumedang tahun 2011. 

 

 4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

  4.2.2.1 Uji Normalitas 

  Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam variabel 

pengganggu atau residual nya dapat terdistribusi secara normal atau 

tidak. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat jumlah dari 

metode Skewness dan Kurtosis, dengan rumus : 

Zskewness =    Skewness     . 

            √6 / N (Jumlah Sampel) 

 

Zkurtosis=            Kurtosis              

        √24 / N (Jumlah Sampel) 

  Selanjutnya, untuk mengetahui apakah data telah terdistribusi 

secara normal menggunakan kedua rumus diatas, bandingkan nilai 

kritisnya. Untuk α 0.05 hasil kedua perhitungan tidak boleh lebih dari (>) 



57 
 

nilai kritis 1.96. Bahkan, ketika hanya satu yang kurang dari 1.96, tetap 

tidak bisa dikatakan lolos uji normalitas. 

  Pada kasus peneliti, awal penghitungan normalitas memberikan 

hasil yang menunjukkan data tidak terdistribusi secara normal sehingga 

diperlukan penghapusan data ekstrim, melalui metode Outlier, yang 

menjadi pemicu salah satu tidak normalitas. Ada 3 data yang terkena 

outlier dan harus dihilangkan, yaitu data dengan nomor urut 3 untuk 

Kabupaten Bogor, 21 untuk Kota Depok, serta 26 Kabupaten Bandung. 

Hasil uji normalitas yang telah dilakukan peneliti : 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

Descriptive Statistics 

 

 N Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 47 .709 .347 .448 .681

Valid N (listwise) 47     

 
  Setelah melakukan pengujian dan penghitungan menggunakan 

penghitungan ZSkewness dan ZKurtosis maka diperoleh hasil : 

 

Zskewness :        0,709  

   √6 / 47            

  = 1,98 

Zkurtosis :        0,448 

   √24 / 47            

  = 0,62 
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  Dari hasil perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa jumlah 

melampaui jauh batas nilai kritis 1.96. Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

data tidak terdistribusi secara normal. 

  Selain dengan metode penghitungan Zskewness dan Zkurtosis, 

peneliti dapat juga menggunakan Uji Kolmogorov – Smirnov.  

Hasil pengujian normalitas dengan KS : 

Tabel 4.4 

Uji Kolmogorov – Smirnov 

 
 

 

 

Dari tabel diatas, besaran Kolmogorov-Smirnov adalah 0,724 

dengan tingkat signifkansi 0.671. Tingkat signifikansi diatas 0.005 

menandakan bahwa penyebaran data terdistribusi normal dengan 

Kolmogorov-Smirnov. 

Transformasi data juga bisa dilakukan untuk mendistribusikan 

data yang tidak normal menjadi normal. Sebelumnya, lihat dulu grafik 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

  Unstandardized 

Residual 

N 47 

Normal Parametersa Mean .0000000 

Std. Deviation 6.67130959E4 

Most Extreme Differences Absolute .106 

Positive .101 

Negative -.106 

Kolmogorov-Smirnov Z .724 

Asymp. Sig. (2-tailed) .671 

a. Test distribution is Normal.  
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yang telah ada, apakah moderate, substansial atau severe. Karena grafik 

milik peneliti disini menunjukkan model moderate, maka peneliti perlu 

mentransform dengan menggunakan SQRT. 

Terlebih dahulu, transform semua variabel baik terikat atau 

bebas menjadi SQRT. Setelah itu lakukan regres untuk mendapatkan 

residual, setelah dapat nilai residual lakukan tes uji normalitas seperti 

biasa dengan metode Skewness dan Kurtosis. 

 Hasil uji peneliti : 

Tabel 4.5 

Uji Normalitas 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

  Lakukan penghitungan dengan rumus Zskewness dan Zkurtosis 

seperti sebelumnya : 

Zskewness :        -0,004 

   √6 / 47            

  = -0,01 

Zkurtosis :        0,203 

   √24 / 47            

  = 0,28 

   

Descriptive Statistics 

 
N Skewness Kurtosis 

 
Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 47 -.004 .347 .203 .681 

Valid N (listwise) 47     
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  Dari hitungan diatas, kedua uji nilai nya dibawah nilai kritis 1,96 

yang menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Selain 

itu, kita juga dapat melihat penyebaran titik data pada Normal P-Plot of 

Regression Standardized Residual. 

Gambar 4.1 

Grafik Normal P-P Plot 

 
 Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa data 

terdistribusi normal karena penyebaran titik-titik berada disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. 
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  4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

 Uji Multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya hubungan pada model regresi antara variabel bebas yang satu 

dengan yang lainnya. Model regresi yang baik sebaiknya tidak ada 

korelasi antar variabel bebasnya. 

 Menganalisis multikolinieritas bisa dilihat berdasarkan nilai 

tolerance dan  variance inflation factor (VIF) yang berlawanan. Nilai 

tolerance harus menunjukkan jumlah yang lebih dari > 0,10 dan nilai 

VIF harus kurang dari < 10.0. Maka, hal tersebut menunjukkan data 

tidak terdapat multikolonieritas. Apabila yang terjadi nilai tolerance 

kurang dari < 0,10 dan nilai VIF lebih dari > 10.0, maka itu 

menunjukkan bahwa didalam analisa data terjadi multikolonieritas. 

  Hasil uji multikolonieritas yang dilakukan peneliti : 

Tabel 4.6 

Uji Multikolonieritas 

 

 
 

 

 

   

 

 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

 (Constant)   

SQRTPAD .794 1.259

SQRTDAU .297 3.364

SQRTDAK .333 3.003

a. Dependent Variable: SQRTBP      
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 Nilai dalam tabel tolerance menunjukkan jumlah setiap variabel 

lebih dari > 0,1 yaitu X1 0,794, X2 0,297 serta X3 0,333. Nilai dalam 

tabel VIF juga menunjukkan jumlah yang kurang dari < 10 untuk 

masing-masing variabel, yaitu  X1 1,259, X2 3,364 serta X3 3,3003. 

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. 

 

4.2.2.3 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi dilakukan untuk melihat apakah ada korelasi 

antara variabel pengganggu atau residual pada periode t dengan periode 

t-1. Biasanya di uji pada data dengan format time series.  

 Untuk menguji apakah terdapat korelasi maka dilakukan juga Uji 

Durbin Watson dengan model regresi dU < dW < 4-dU. Untuk taraf 

signifikansi sebesar 0,005 dengan jumlah sampel (n) 47, dan 3 variabel 

independen (k=3), didapat nilai dL sebesar 1,3989 dan dU sebesar 

1,6692, maka 4-dU sebesar 2,3308. 

Hasil uji autokorelasi yang telah dilakukan peneliti : 

 

Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

 
Model Summaryb

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .599a .359 .314 69001.06333 1.688

a. Predictors: (Constant), SQRTDAK, SQRTPAD, SQRTDAU  

b. Dependent Variable: SQRTBP   
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 Dari hasil penghitungan diperoleh hasil : 

dU < dW < 4-dU = 1,6692 < 1,688 < 2,3308. Maka, bisa dikatakan hasil 

analisa menunjukkan tidak adanya autokorelasi dalam data sampel. 

 

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk menunjukkan apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari variabel 

pengganggu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Prediksi 

dilakukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat dengan ZPRED dan nilai residual dengan SRESID. Deteksi 

sementara bisa dilihat pada grafik scatterplot. 

Gambar 4.2 
Grafik Scatterplot 
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 Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa penyebaran titik secara 

acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu 

Y. maka, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya gejala 

heterskedastisitas  pada model regresi penelitian ini. Akan tetapi, 

untuk lebih memastikan bahwa tidak terdapat gejala 

heteroskedastisitas pada model regresi penelitian ini dilakukan uji 

gletser dengan terlebih dahulu mengabsolutkan nilai residual. 

Hasil uji gletser sebagai berikut :    

 

Tabel 4.8 

Uji Glejser 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Dari hasil penghitungan dapat dilihat bawah nilai dari setiap 

variabel adalah 0,809, 0,518 dan 0,867. Syarat bisa lolos uji 

heteroskedastisitas adalah tingkat signifikansi diatas 5% atau 0,05. 

Dapat dikatakan disini bahwa data telah lolos uji heteroskedastisitas 

melalui Uji Glejser. 

 

Coefficientsa

Model T Sig. 

1 (Constant) .253 .802 

SQRTPAD .243 .809 

SQRTDAU .652 .518 

SQRTDAK -.168 .867 

a. Dependent Variable: ABSSQRT    
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4.2.2.5 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk melakukan pengujian 

hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

    Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ℮ 

    Keterangan: 

    Y = Belanja Pemeliharaan 

    α = Konstanta 

    X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

    X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) 

   X3  = Dana Alokasi Khusus (DAK) 

β  = Koefisien regresi  

℮ = Error 

Tabel 4.9 

Hasil Pengujian Regresi Berganda 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1 (Constant) -23371.020 58240.865 

SQRTPAD .179 .069 

SQRTDAU .128 .116 

SQRTDAK .165 .198 

a. Dependent Variable: SQRTBP     

 

Berdasarkan hasil analisis regresi yang dihasilkan maka menghasilkan 

juga persamaan model regresi seperti : 
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 Y = -23371.020 + 0,179X1 + 0,128X2 + 0,165X3 + ℮ 

 

 Dari persamaan diatas dapat diberikan penjelasan sebagai berikut : 

 
1) Konstanta sebesar -23371.020 mempunyai arti ketika PAD, DAU, 

DAK berada pada posisi tetap (konstan) maka belanja pemeliharaan 

akan mengalami penurunan sebesar -23371.020 . 

2) Koefisien variabel PAD sebesar 0,179 mempunyai arti ketika PAD 

meningkat 1 satuan dari variabel lain mempunyai nilai 0, maka 

belanja pemeliharaan akan bertambah sebesar 0,179. 

3) Koefisen variabel DAU sebesar 0,128 mempunyai arti ketika DAU 

meningkat 1 satuan maka belanja pemeliharaan akan bertambah 

sebesar 0,128. 

4) Koefisien variabel DAK sebesar 0,165 mempunyai arti ketika DAK 

meningkat 1 satuan maka belanja pemeliharaan akan bertambah 

sebesar 0,165. 

 

  4.2.2.6 Pengujian Hipotesis 

  4.2.2.6.1 Uji t 

  Uji t bertujuan untuk memberikan gambaran sejauh mana 

pengaruh satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Hasil 

pengujian peneliti : 
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Tabel 4.10 

Uji t 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

   

  Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh hasil : 

1) Hipotesis 1 yang diajukan peneliti menyatakan bahwa adanya 

pengaruh signifikan Y terhadap X1 yaitu antara Belanja 

Pemeliharaan dengan PAD. Berdasarkan hasil uji t variabel PAD 

mempunyai nilai thitung sebesar 2,612 > ttabel 2,01669 dengan tingkat 

signifikansi 0,012. Dimana tingkat signifikansi PAD < dari tingkat 

signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian dapat dikatakan Hipotesis 

1 diterima. PAD yang merupakan pendapatan yang digali dari 

sumber-sumber ekonomi suatu daearah tersebut mampu membiayai 

belanja pemeliharaan yang bersifat rutin ini.  

2) Hipotesis 2 yang diajukan peneliti menyatakan bahwa tidak adanya 

pengaruh signifikan Y terhadap X2 yaitu antara Belanja 

Pemeliharaan dengan DAU. Berdasarkan hasil uji t variabel DAU 

mempunyai nilai thitung sebesar 1,100 < ttabel 2,01669 dengan tingkat 

signifikansi 0,277. Dimana tingkat signifikansi DAU lebih besar 

Coefficientsa

Model T Sig. 

1 (Constant) -.401 .690

SQRTPAD 2.612 .012

SQRTDAU 1.100 .277

SQRTDAK .835 .408

a. Dependent Variable: SQRTBP      
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dari tingkat signifikansi 5% (0,05). Dengan demikian Hipotesis 2 

ditolak. 

3) Hipotesis  yang diajukan peneliti menyatakan bahwa tidak adanya 

pengaruh signifikan Y terhadap X3 yaitu antara Belanja 

Pemeliharaan dengan DAK. Berdasarkan hasil uji t variabel DAK 

mempunyai nilai thitung sebesar 0,835 < ttabel 2,01669 dengan tingkat 

signifikansi 0,408. Dimana tingkat signifikansi DAK melebihi 

tingkat signifkansi 5% (0,05). Dengan demikian Hipotesis 3 

ditolak. 

 

  4.2.2.6.2 Uji F 

  Pengujian Uji F adalah tidak lain untuk melihat tingkat pengaruh 

antara satu variabel independen terhadap seluruh variabel dependen atau 

sebaliknya. 

  Hasil perhitungan peneliti : 

Tabel 4.11 

Uji Anova (Uji F) 

 

 
 

 
 

 

 

 

ANOVAb

Model F Sig. 

1 Regression 8.021 .000a 

Residual   

Total   

a. Predictors: (Constant), SQRTDAK, SQRTPAD, SQRTDAU   

b. Dependent Variable: SQRTBP     
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 Hasil penghitungan menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

8,021 dengan tingkat signifikansi 0,000. Dimana jumlah F tabel hanya 

sebesar 2.82 dan  tingkat signifikansi hasil regresi jauh dibawah tingkat 

signifikansi 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil, maka dapat disimpulkan 

bahwa X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. hipotesis 4 

diterima. 

 

  4.2.2.6.3 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi menunjukan seberapa besar persentase 

variabel independen menerangkan variabel dependen. 

  Hasil penelitian yang telah dilakukan : 

    

 
    

 

 

 

    

    

 

Nilai adjusted R square adalah 0.314 atau 31.4%. Hal ini menunjukan 

bahwa variabel dependen (belanja pemeliharaan) mampu dijelaskan 

oleh variabel independen (PAD, DAU dan DAK) sebesar 31.4%. 

Tabel 4.12 

Koefisian Determinasi (R2) 

 

 

Model Summaryb

Mode

l R R Square

Adjusted R 

Square 

1 .599a .359 .314

a. Predictors: (Constant), SQRTDAK, SQRTPAD, 

SQRTDAU 

 

b. Dependent Variable: SQRTBP   
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Sedangkan sisanya 68,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain 

yang tidak terdapat pada model regresi yang diajukan. 

 

 4.2.3 Pembahasan 

   Berikut akan peneliti bahas mengenai hipotesis yang telah diujikan : 

1) Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemeliharaan 

  Dari hasil uji t yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui 

pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, 

menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh secara parsial PAD terhadap 

belanja pemeliharaan. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang diajukan 

sebelumnya dalam penelitian ini. 

  Pada kolom koefisien regresi juga bisa dilihat bahwa angka yang 

terpampang menunjukkan nilai positif. Itu berarti bahwa setiap adanya 

kenaikan pendapatan maka akan berbanding lurus dengan adanya 

kenaikan belanja yang dalam hal ini akan dikerucutkan kedalam belanja 

pemeliharaan. Peneliti juga melihat berdasarkan t-hitung > t-tabel. 

jumlah yang dimiliki peneliti sebesar 2,612 > 2,01669.   

  Berdasarkan pemaparan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa 

akan ada ketergantungan antara pendapatan yang diperoleh dengan 

pengeluaran belanja. 

  Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Abdul Halim (2006) 

yang mengatakan bahwa PAD tidak mempengaruhi belanja 

pemeliharaan, dan dana perimbangan lah yang meberikan kontribusi 
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dalam pembiayaan belanja pemeliharaan. Hasil yang diperoleh Halim 

dalam penelitiannya hanya 0.118 yang melampaui jauh dari standard 

0.005. Namun, lain lagi halnya dengan penelitian yang telah dilakukan 

Sri Hayati (2009) di Sumatera Utara, yang mengatakan bahwa 

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja 

pemeliharaan dengan koefisien regresi sebesar 0,408. 

Signifikannya PAD terhdap belanja pemeliharaan juga didukung 

dengan pernyataan Thomassen (dalam Sri haryati, 2009) yang 

menyatakan bahwa peningkatan investasi pemerintah daerah (belanja 

modal dan belanja pemeliharaan) diharapkan mampu meningkatkan 

kualitas layanan publik yang pada gilirannya mampu meningkatkan 

tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang 

tercermin dari peningkatan PAD. 

Pada kasus ini, pemerintah daerah menerapkan hubungan take 

and give atau hubungan timbal-balik. Pendapatan asli suatu daerah 

tersebut berasal dari SDA yang diolah sedemikian rupa sehingga bisa 

menjadi sumber penghasilan ekonomi yang bisa menambah pendapatan 

dan membiayai belanja. Sekiranya, pemerintah daerah ‘berterima kasih’ 

dengan cara memelihara apa yang telah didapatkan. Ketika SDA dan 

segala macamnya mampu dipertahankan dalam kondisi baik, maka 

pendapatan yang berasal dari dalam itu sendiri juga akan terpelihara. 

Kontribusi PAD yang tidak begitu banyak dalam realisasi belanja 

mungkin bisa mencukupi kebutuhan akan pemenuhan belanja 
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pemeliharaan yang juga tidak besar jika dilihat berdasarkan bagian 

belanja pemeliharaan terhadap belanja daerah. Pemerintah masih mampu 

menggunakan PAD dalam membiayai kegiatan pemeliharaan yang 

bersifat sangat rutin ini. 

Berdasarkan trend atas alokasi belanja pemeliharaan dari 

keseluruhan jumlah belanja daerah, kurang lebih hanya mencapai angka 

5%. Jumlah yang tidak begitu besar sehingga daerah masih bisa 

memberikan gambaran kemandirian dari PAD yang dihasilkannya. 

Kontribusi PAD terhadap kegiatan belanja keseluruhanpun tidak banyak, 

hanya berkisar 10% sampai dengan 50% saja. Dari jumlah alokasi yang 

mendekati, maka bisa disimpulkan bahwasanya PAD yang dihasilkan 

suatu daerah tersebut sudah bisa dikatakan mampu untuk memenuhi 

kegiatan pemeliharaan demi memperpanjang umur ekonomis asset-aset. 

Hasil penghitungan yang berbeda dengan penelitian terdahulu 

juga bisa diakibatkan oleh letak geografis masing-masing daerah yang 

juga berbeda satu sama lain sehingga celah fiskal yang ada juga akan 

lain. 

 

2) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pemeliharaan 

Berdasarkan hasil uji t, dilihat bahwa tidak adanya pengaruh yang 

signifikan dari DAU terhadap belanja pemeliharaan. Hal ini terlihat dari 

tingkat signifikansi X2 tersebut yang jauh diatas standard 0,005. Hal ini 

tidak sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan sebelumnya yang 
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mengatakan bahwa terdapat pengaruh DAU terhadap belanja 

pemeliharaan. 

Namun, dalam hal koefisien regresi beta tetap positif pada angka 

0,128 yang menunjukkan setiap 1% kenaikan Y maka 12,8% bertambah 

pula X2. Pada t-hitung diperoleh jumlah 1,100, sedangkan dalam t-tabel 

1,68023. Berdasarkan besaran t-hitung < t-tabel maka bisa dipastikan 

memang tidak terdapat pengaruh signifikan DAU terhadap belanja 

pemeliharaan. 

Alokasi DAU diperuntukkan sebagai pemerataan fiskal karena 

adanya celah fiskal atau fiscal gap pada setiap daerah yang berbeda-beda 

stau sama lain. Dana tersebut digunakan pemerintah untuk menutup 

jumlah kontribusi PAD yang kurang sebagai dana pembantu pelaksanaan 

desentralisasi. 

Berbeda halnya dengan Abdul Halim (2006) yang menyatakan 

bahwa dana perimbangan lah yang berpengaruh terhadap belanja 

pemeliharaan dengan tingkat signifikansi 0,001. 

Dalam hal ini, jika dilihat berdasarkan hitungan statistic hasil 

menunjukkan tidak adanya pengaruh DAU untuk belanja pemeliharaan. 

Dalam beberapa peneitian yang ada, DAU lebih condong kedalam hal 

belanja daerah dan belanja modal. Salah satunya penelitian Ikin Solikin 

(2009) yang mengatakan DAU berpengaruh positif kuat terhadap belanja 

modal. 
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Dalam satu provinsi jawa barat terdapat 16 kabupaten dan 9 kota, 

masing-masing kota dan kabupaten didalamnya terdapat kurang lebih 50-

60 SKPD yang melakukan biaya pemeliharaan dalam segi belanja 

pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Mungkin saja ada 

kontribusi DAU untuk belanja, namun ketika harus dijumlahkan seluruh 

SKPD menjadi satu kabupaten pengaruhnya jadi tidak signifikan. DAU 

berlaku bagi urusan umum pemerintah. Secara general, untuk belanja 

daerah DAU bisa signifikan berpengaruh, namun untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh DAU terhadap jenis-jenis belanja daerah yang 

lebih rinci lagi harus diteliti lebih lanjut. 

Dalam hal ini, belanja pemeliharaan yang merupakan jenis yang 

lebih rinci dari belanja daerah menyimpulkan bahwa DAU tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan belanja pemeliharaan pada 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat untuk periode 2010-2011. 

 

3) Dana Alokasi Khusus terhadap belanja pemeliharaan  

Hasil uji-t mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan 

DAK terhadap belanja pemeliharaan. Hal ini tidak sejalan dengan 

hipotesis 3 yang telah diajukan. Tingkat signifkansi DAK 0,407 jauh 

diatas standard signifikansi 0.005. Namun, jika dilihat berdasarkan 

koefisien regresi beta positif 0.165 menandakan bahwa 1% kenaikan Y 

adalah 16,5% kenaikan X3.  
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Alokasi DAK untuk kegiatan khusus yang menjadi prioritas 

nasional ini, mungkin hanya memberikan sangat sedikit kontribusi dalam 

pembiayaan belanja pemeliharaan. Oleh karena itu, tingkat signifkansi 

jauh diatas rata-rata. DAK yang diprioritaskan nasional mempunyai 

beberapa bidang yaitu salah satunya bidang infrastruktur. Pemberian 

DAK diharapkan dapat meningkat sarana dan prasarana dibeberapa 

daerah demi kelangsungan kesejahteraan kehidupan. Dalam hal ini, DAK 

banyak berkontribusi untuk pengadaan jalan, jembatan, sanitasi, irigasi, 

dll. Dalam hal pemeliharaannya, pemerintah daerah sendiri merasa cukup 

membiayai lewat PAD yang dihasilkannya sendiri. 

Penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abdul 

Halim (2006) yang mengatakan bahwa justru belanja pemeliharaan 

didanai melalui dana perimbangan. Lokasi atau daerah penelitian yang 

berbeda, bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perbedaan hasil. 

Selain itu, penerimaan DAK tidak berjumlah mutlak, suatu 

daerah menerima DAK tergantung dari adanya ketersediaan dana dari 

pemerintah pusat. Jika disimpulkan, maka seluruh pemerintah kabupaten 

dan kota pada Provinsi Jawa Barat tidak menggunakan banyak dana dari 

DAK sebagai biaya pemeliharaan. 

 

4) PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Pemeliharaan 

Jika dilihat secara parsial hanya PAD yang mempunyai kontribusi 

langsung terhadap belanja pemeliharaan. Hal ini juga berguna untuk 
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membentuk perhatian publik bahwa PAD yang dihasilkan bisa menjaga 

baiknya aset-aset yang telah ada sehingga ketika ingin dipakai, masa 

manfaatnya pun masih ada. Namun secara simultan, tingkat signifikansi 

menjadi, 0,000 yang menunjukkan adanya pengaruh PAD, DAU, dan 

DAK terhadap belanja pemeliharaan. Hal ini bisa dikatakan bahwa 

pemerintah daerah jawa barat telah lebih mandiri untuk mendanai urusan 

rutin menggunakan dana yang berasal dari pengolahan sumber-sumber 

ekonominya sendiri. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien 

determinansi yang menyatakan bahwa sebesar 31.4% variabel bebas 

telah berhasil memberikan informasi untuk menjelaskan variabel terikat. 

Dalam hal ini, masih terdapat 68.6% faktor diluar variabel yang diteliti, 

yang dapat memberikan informasi seputar pergerakan nilai dari belanja 

pemeliharaan. Faktor-faktor tersebut antara lain, seperti, variabel jumlah 

penduduk, letak geografisnya, atau luas wilayahnya. Misalnya, suatu 

daerah dengan tingkat jumlah penduduk yang sangat banyak mungkin 

membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, jalan yang sering 

dilalui atau fasilitas umum lain yang sering dipakai pasti membutuhkan 

perhatian lebih untuk selalu dijaga, dibanding dengan suatu daerah 

dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak sehingga frekuensi 

pemakaian fasilitas umum tidak sesering itu. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian yang telah dilakukan ini mempunyai satu tujuan yaitu untuk 

mengetahui pengaruh PAD. DAU, dan DAK terhadap Belanja Pemeliharaan 

pada Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2011. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh kabupaten dan kota 

yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

oleh peneliti, maka sekiranya bsia ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

a) Setelah dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat secara parsial, maka di dapat hasil yaitu 

hanyalah PAD yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan 

belanja pemeliharaan. Kenaikan atau penurunan belanja 

pemeliharaan yang sangat fluktuatif setiap tahunnya memang sanngat 

menarik untuk diteliti. Dalam hal ini, peneliti mendapatkan jawaban 

atas masalah pembiayaan. Apakah suatu daerah telah mampu 

mengoptimalkan pendapatannya sendiri atau masih perlu 

mengandalkan pusat. Alokasi belanja pemeliharaan dari belanja 

daerah yang tidak terlalu besar, yakni kurang lebih 5%, sesuai 

dengan alokasi PAD yang hanya mencakup jumlah 5%-10% saja. 

Dari hasil penghitungan statistik, pemerintah daerah kabupaten dan 

kota pada Provinsi Jawa Barat sudah bisa dikatakan mandiri karena 

mampu menutup pembiayaan dengan PAD nya sendiri. 
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b) Variabel bebas lainnya, yaitu DAU tidak berpengaruh  signifikan 

terhadap belanja pemeliharaan secara parsial. Penghitungan statistic 

cenderung menunjukkan angka yang jauh diatas tingkat signifikansi 

standard (0,05). Transfer dari pusat yang berupa DAU yang 

ditujukan untuk mengcover kekurangan PAD tidak digunakan dalam 

hal belanja pemeliharaan tapi mungkin kedalam pengelompokan 

belanja lainnya. 

c) Secara parsialpun DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap 

belanja pemeliharaan. Daerah penerima DAK pun harus memenuhi 

beberapa persyaratan. Pada DAK, sebenarnya bisa juga membiayai 

pemeliharaan paling lama 3 tahun. Namun, pada objek penelitian 

yang telah diuji secara statistic ini memberikan hasil bahwa 

pembiyaan belanja pemeliharaan cukup dengan PAD saja. Hasil 

penelitian berbeda dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan 

oleh Abdul Halim di Aceh. 

d) Penghitungan secara simultan pun dilakukan untuk mengetahui 

apakah terdapat pengaruh apabilla seluruh variabel diregres terhadap 

variabel terikat. Hasil statistic menunjukkan bahwa secara simultan 

terdapat pengaruh signifikan dari PAD, DAU, dan DAK terhadap 

belanja pemeliharaan. 
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5.2 Keterbatas Penelitian 

 Tentu saja penelitian ini masih banyak memiliki keterbatasan 

diantaranya: 

a) Peneliti hanya menggunakan 2 tahun penelitian 2010-2011 karena 

keterbatasan data variabel terikat yang agak sulit didapat. Namun 

ditakutkan bahwa data tersebut belum bisa mencerminkan keseluruhan 

kondisi pembiayaan. 

b) Data variabel terikat yang berupa hardcopy membutuhkan waktu yang 

lama dan ketelitian yang lebih untuk meminimalisir kesalahan. 

c) Pada salah satu kabupaten di tahun 2010 didapati opini audit yang tidak 

memenuhi syarat. Diharapkan bahwa kedepannya bagi daerah itu sendiri 

bisa menghasilkan laporan realisasi yang lebih baik lagi, sehingga 

seluruh kabupaten dan kota pada provinsi jawa barat benar bisa di 

jadikan sampel untuk diteliti. 

 

5.3 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang ada, maka saran yang bisa diberikan untuk 

penelitian selanjutnya diantaranya : 

a) Menggunakan waktu penelitian yang lebih lama misalnya 5 tahun, agar 

bisa lebih mencerminkan kondisi pembiayaan yang terjadi dikabupaten 

dan kota provinsi tersebut. 
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b) Mencoba membandingkan satu provinsi dengan provinsi yang lain 

sehingga bisa juga dilihat dan dipelajari apa yang membedakan hasil 

pembiayaan dan kemandirian satu sama lainnya. 

c) Penelitian mengenai belanja pemeliharaan masih sangat sedikit 

dilakukan, untuk mengembangkannya peneliti selanjutnya bisa 

menambahkan beberapa variabel lain. Misalnya, meneliti dari segi luas 

wilayah geografisnya, yang bisa menciptakan fiscal gap. Dari selisih 

fiscal gap yang berbeda setiap daerah mungkin bsia dilihat seberapa 

besar belanja nya setiap periode. 
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Lampiran 1 

OPINI AUDIT KAB/KOTA PROVINSI JAWA BARAT 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan. IHSP Sem1 2012 

 

 

 

 

Kode Nama 
kabupaten/kota 

Opini audit 
2010 2011 

10.00 Prov. Jawa Barat WDP WTP 
10.01 Kab. Bandung WDP WDP 
10.02 Kab. Bekasi WDP WDP 
10.03 Kab. Bogor WDP WDP 
10.04 Kab. Ciamis WDP WDP 
10.05 Kab. Cianjur WDP WDP 
10.06 Kab. Cirebon WDP WDP 
10.07 Kab. Garut WDP WDP 
10.08 Kab. Indramayu WDP WDP 
10.09 Kab. Karawang WDP WDP 
10.10 Kab. Kuningan WDP WDP 
10.11 Kab. Majalengka WDP WDP 
10.12 Kab. Purwakarta WDP WDP 
10.13 Kab. Subang WDP WDP 
10.14 Kab. Sukabumi WDP WDP 
10.15 Kab. Sumedang WDP WDP 
10.16 Kab. Tasikmalaya WDP WDP 
10.17 Kota Bandung WDP WDP 
10.18 Kota Bekasi WDP WDP 
10.19 Kota Bogor WDP WDP 
10.20 Kota Cirebon WDP WDP 
10.21 Kota Depok WDP WTP-DPP 
10.22 Kota Sukabumi WDP WDP 
10.23 Kota Tasikmalaya WDP WDP 
10.24 Kota Cimahi WDP WDP 
10.25 Kota Banjar WDP WTP 
10.26 Kab. Bandung Barat TMP WDP 



Lampiran 2 

DAFTAR PEROLEHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 

2010 
  SAP + PERMEN PAD 
kode   SAP Permen   

10 Prov. Jawa Barat       

10.01 Kab. Bandung 
                    
198,651    

      
198,650,518,839.00  

10.02 Kab. Bekasi 
                    
258,671    

      
258,671,098,123.00  

10.03 Kab. Bogor 
                    
399,264    

      
399,263,956,504.00  

10.04 Kab. Ciamis 50,513    
       
50,512,875,943.00  

10.05 Kab. Cianjur   
                  
114,306  

      
114,305,535,968.00  

10.06 Kab. Cirebon 
                    
139,427    

      
139,426,725,461.00  

10.07 Kab. Garut 
                    
108,915    

      
108,914,763,969.00  

10.08 Kab. Indramayu 
                    
101,840    

      
101,840,184,225.58  

10.09 Kab. Karawang 
                    
210,283    

      
210,282,788,665.00  

10.1 Kab. Kuningan    68,159  
       
68,158,790,368.00  

10.11 Kab. Majalengka  76,398    
       
76,398,018,123.00  

10.12 Kab. Purwakarta  76,489    
       
76,489,287,145.00  

10.13 Kab. Subang  75,532    
       
75,532,291,693.00  

10.14 Kab. Sukabumi  98,443    
       
98,442,632,628.00  

10.15 Kab. Sumedang 
                    
108,647    

      
108,646,803,911.20  

10.16 Kab. Tasikmalaya  48,338    
       
48,338,061,521.00  

10.17 Kota Bandung 
                    
441,863    

      
441,863,068,294.00  

10.18 Kota Bekasi 
                    
296,047    

      
296,046,878,711.90  

10.19 Kota Bogor  
                  
127,488  

      
127,488,089,831.00  

10.2 Kota Cirebon 90,829    
       
90,828,709,752.00  

10.21 Kota Depok 
                    
142,420    

      
142,419,943,002.00  

10.22 Kota Sukabumi 91,472    
       
91,472,357,185.00  



10.23 Kota Tasikmalaya  
                  
104,788  

      
104,787,914,974.70  

10.24 Kota Cimahi 87,321    
       
87,321,279,805.00  

10.25 Kota Banjar 37,359    
       
37,358,705,002.00  

10.26 
Kab. Bandung 
Barat   50,368  

       
50,367,666,303.00  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Annual  

 

2011 
  SAP + PERMEN PAD 
kode   SAP Permen   

10.00 Prov. Jawa Barat       

10.01 Kab. Bandung 
                    
291,062    

      
291,062,396,559.70  

10.02 Kab. Bekasi 
                    
599,070    

      
599,070,130,849.00  

10.03 Kab. Bogor 
                    
696,986    

      
696,986,388,875.99  

10.04 Kab. Ciamis                      58,901         
58,900,535,511.00  

10.05 Kab. Cianjur 
                    

147,346  
      
147,346,021,050.00  

10.06 Kab. Cirebon 
                    
193,843    

      
193,843,221,050.00  

10.07 Kab. Garut 
                    
122,419    

      
122,418,643,665.00  

10.08 Kab. Indramayu 
                    
144,554    

      
144,553,804,178.00  

10.09 Kab. Karawang 
                    
378,630    

      
378,630,051,818.00  

10.10 Kab. Kuningan 
                     82,917          

82,917,043,803.00  

10.11 Kab. Majalengka 
                     86,580 

  
       
86,579,536,411.00  

10.12 Kab. Purwakarta 
                    
111,691    

      
111,690,657,181.00  

10.13 Kab. Subang 
                     94,182 

  
       
94,181,846,520.00  

10.14 Kab. Sukabumi 
                    
151,826    

      
151,825,718,336.01  

10.15 Kab. Sumedang 
                    
139,823    

      
139,823,277,566.34  

10.16 Kab. Tasikmalaya 
                     51,161 

  
       
51,160,921,192.00  

10.17 Kota Bandung                     
833,254  

      
833,254,175,288.00  

10.18 Kota Bekasi 
                    
568,344  

        
568,344,298,997.36  



10.19 Kota Bogor 
                    
230,450    

      
230,449,644,620.00  

10.20 Kota Cirebon  
                  
120,131  

      
120,130,531,059.00  

10.21 Kota Depok  
                  
282,748  

      
282,747,544,886.76  

10.22 Kota Sukabumi 
                    
115,473    

      
115,473,386,833.00  

10.23 Kota Tasikmalaya 
                    
110,370    

      
110,369,865,905.03  

10.24 Kota Cimahi 
                    
116,678    

      
116,677,729,307.61  

10.25 Kota Banjar 
                     45,952 

  
       
45,952,391,987.00  

10.26 
Kab. Bandung 
Barat 

                     94,606 
  

       
94,606,169,067.00  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Annual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3 

DAFTAR PEROLEHAN DANA ALOKASI UMUM 

 

2010 
  SAP + PERMEN DAU 
kode   SAP Permen   

10.00 Prov. Jawa Barat       

10.01 Kab. Bandung 
                 
1,086,282    

   
1,086,282,210,000.00 

10.02 Kab. Bekasi                     
536,786  

      
536,786,256,000.00  

10.03 Kab. Bogor 
                 
1,115,704    

   
1,115,703,641,000.00 

10.04 Kab. Ciamis 
                    
867,401    

      
867,400,725,000.00  

10.05 Kab. Cianjur   
                  
877,994  

      
877,993,919,000.00  

10.06 Kab. Cirebon 
                    
867,300    

      
867,300,289,000.00  

10.07 Kab. Garut 
                 
1,031,870    

   
1,031,869,766,000.00 

10.08 Kab. Indramayu 
                    
782,463    

      
782,462,654,200.00  

10.09 Kab. Karawang 
                    
714,360    

      
714,360,098,000.00  

10.10 Kab. Kuningan   
                  
660,391  

      
660,391,147,000.00  

10.11 Kab. Majalengka 
                    
717,459    

      
717,458,878,600.00  

10.12 Kab. Purwakarta 
                    
489,098    

      
489,097,673,400.00  

10.13 Kab. Subang 
                    
712,691    

      
712,690,907,000.00  

10.14 Kab. Sukabumi 
                    
871,927    

      
871,927,247,000.00  

10.15 Kab. Sumedang 
                    
634,170    

      
634,169,767,000.00  

10.16 Kab. Tasikmalaya 
                    
921,384    

      
921,384,109,200.00  

10.17 Kota Bandung 
                    
912,572    

      
912,571,834,000.00  

10.18 Kota Bekasi 
                    
647,082    

      
647,082,121,000.00  

10.19 Kota Bogor  
                  
426,094  

      
426,093,607,000.00  

10.20 Kota Cirebon 
                    
392,912    

      
392,912,086,000.00  

10.21 Kota Depok 
                    
461,603    

      
461,602,957,000.00  



10.22 Kota Sukabumi 
                    
314,420    

      
314,420,182,400.00  

10.23 Kota Tasikmalaya  
                  
426,764  

      
426,764,264,000.00  

10.24 Kota Cimahi 
                    
333,439    

      
333,439,320,000.00  

10.25 Kota Banjar 
                    
217,384    

      
217,383,597,000.00  

10.26 
Kab. Bandung 
Barat  

                  
584,625  

      
584,624,959,000.00  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Annual 

 

2011 
  SAP + PERMEN DAU 
kode   SAP Permen   

10.00 Prov. Jawa Barat       

10.01 Kab. Bandung 
                 
1,202,707    

   
1,202,706,641,000.00 

10.02 Kab. Bekasi  
                  
680,465  

      
680,464,788,000.00  

10.03 Kab. Bogor 
                 
1,326,117    

   
1,326,116,914,000.00 

10.04 Kab. Ciamis  
                  
953,057  

      
953,056,836,000.00  

10.05 Kab. Cianjur   
                  
965,473  

      
965,472,959,000.00  

10.06 Kab. Cirebon 
                    
930,060    

      
930,060,350,000.00  

10.07 Kab. Garut 
                 
1,140,671    

   
1,140,671,417,000.00 

10.08 Kab. Indramayu 
                    
822,084    

      
822,083,501,000.00  

10.09 Kab. Karawang 
                    
814,563    

      
814,562,743,000.00  

10.10 Kab. Kuningan 
                    
722,131  

        
722,130,954,000.00  

10.11 Kab. Majalengka 
                    
803,849    

      
803,849,010,160.00  

10.12 Kab. Purwakarta 
                    
517,351    

      
517,350,526,000.00  

10.13 Kab. Subang 
                    
745,787    

      
745,786,910,000.00  

10.14 Kab. Sukabumi 
                    
971,457    

      
971,457,178,000.00  

10.15 Kab. Sumedang 
                    
730,821    

      
730,821,109,000.00  

10.16 Kab. Tasikmalaya 
                    
881,514    

      
881,513,538,000.00  

10.17 Kota Bandung  
               
1,005,642  

   
1,005,642,188,000.00 



10.18 Kota Bekasi 
                    
736,741    

      
736,741,305,000.00  

10.19 Kota Bogor 
                    
472,888    

      
472,888,334,000.00  

10.20 Kota Cirebon  
                  
456,587  

      
456,586,505,360.00  

10.21 Kota Depok  
                  
533,766  

      
533,766,495,000.00  

10.22 Kota Sukabumi 
                    
330,723    

      
330,723,383,000.00  

10.23 Kota Tasikmalaya  
                  
476,087  

      
476,087,274,000.00  

10.24 Kota Cimahi 
                    
354,745    

      
354,745,460,000.00  

10.25 Kota Banjar 
                    
235,863    

      
235,862,566,000.00  

10.26 
Kab. Bandung 
Barat 

                    
662,511    

      
662,510,565,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

DAFTAR PEROLEHAN DANA ALOKASI KHUSUS 

 

2010 
  SAP + PERMEN DAK 
kode   SAP Permen   

10.00 Prov. Jawa Barat       

10.01 Kab. Bandung 
                    
118,904    

      
118,903,700,000.00  

10.02 Kab. Bekasi                      83,700   
       
83,699,900,000.00  

10.03 Kab. Bogor 
                    
143,081    

      
143,081,300,000.00  

10.04 Kab. Ciamis                      92,254   
       
92,253,900,000.00  

10.05 Kab. Cianjur   
                  
101,270  

      
101,270,400,000.00  

10.06 Kab. Cirebon                      81,189   
       
81,189,200,000.00  

10.07 Kab. Garut 
                    
119,553          

119,553,000,000.00  

10.08 Kab. Indramayu                      91,969   
       
91,968,900,000.00  

10.09 Kab. Karawang                      97,141   
       
97,141,100,000.00  

10.10 Kab. Kuningan                      77,738  
       
77,738,300,000.00  

10.11 Kab. Majalengka                      62,323   
       
62,322,500,000.00  

10.12 Kab. Purwakarta                      50,559   
       
50,558,600,000.00  

10.13 Kab. Subang                      58,051   
       
58,051,000,000.00  

10.14 Kab. Sukabumi                      95,939   
       
95,938,500,000.00  

10.15 Kab. Sumedang                      66,171   
       
66,170,900,000.00  

10.16 Kab. Tasikmalaya                      60,546   
       
60,545,500,000.00  

10.17 Kota Bandung                      51,516   
       
51,515,510,000.00  

10.18 Kota Bekasi                      11,176   
       
11,175,825,000.00  

10.19 Kota Bogor                       9,757  
         
9,756,700,000.00  

10.20 Kota Cirebon                      19,635   
       
19,634,900,000.00  

10.21 Kota Depok                      35,766   
       
35,765,900,000.00  



10.22 Kota Sukabumi                     23,091         
23,090,700,000.00  

10.23 Kota Tasikmalaya                     28,793  
       
28,793,200,000.00  

10.24 Kota Cimahi                      27,297   
       
27,297,200,000.00  

10.25 Kota Banjar                      15,659   
       
15,658,600,000.00  

10.26 
Kab. Bandung 
Barat                     67,874  

       
67,873,500,000.00  

Sumber : Laporan Realisasi APBD Annual 

 

  2011 
  SAP + PERMEN DAK 
kode   SAP Permen   

10.00 Prov. Jawa Barat       

10.01 Kab. Bandung 
                    
100,036    

      
100,036,300,000.00  

10.02 Kab. Bekasi  
                   55,364         

55,363,800,000.00  

10.03 Kab. Bogor 
                    
159,726    

      
159,725,600,000.00  

10.04 Kab. Ciamis  
                   85,246         

85,246,000,000.00  

10.05 Kab. Cianjur   
                  
100,086  

      
100,085,500,000.00  

10.06 Kab. Cirebon 
                     76,615 

  
       
76,614,800,000.00  

10.07 Kab. Garut 
                    
114,331    

      
114,331,400,000.00  

10.08 Kab. Indramayu 
                     78,244 

  
       
78,243,700,000.00  

10.09 Kab. Karawang 
                     81,755 

  
       
81,755,400,000.00  

10.10 Kab. Kuningan 
                     69,419          

69,418,900,000.00  

10.11 Kab. Majalengka 
                     68,324 

  
       
68,323,500,000.00  

10.12 Kab. Purwakarta 
                       9,996 

  
         
9,995,500,000.00  

10.13 Kab. Subang 
                     52,429 

  
       
52,428,600,000.00  

10.14 Kab. Sukabumi 
                    
115,467    

      
115,466,900,000.00  

10.15 Kab. Sumedang 
                    
160,304    

      
160,303,906,720.00  

10.16 Kab. Tasikmalaya 
                     76,858 

  
       
76,857,600,000.00  

10.17 Kota Bandung  
                   44,308         

44,307,900,000.00  



10.18 Kota Bekasi 
                     39,096 

  
       
39,095,925,000.00  

10.19 Kota Bogor 
                       8,525 

  
         
8,524,950,000.00  

10.20 Kota Cirebon  
                     4,671           

4,670,700,000.00  

10.21 Kota Depok  
                   14,235         

14,235,000,000.00  

10.22 Kota Sukabumi 
                     19,644 

  
       
19,644,400,000.00  

10.23 Kota Tasikmalaya  
                   34,504         

34,504,300,000.00  

10.24 Kota Cimahi 
                       1,967 

  
         
1,967,400,000.00  

10.25 Kota Banjar 
                     20,664 

  
       
20,664,300,000.00  

10.26 
Kab. Bandung 
Barat 

                     62,603 
  

       
62,602,900,000.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

DAFTAR BELANJA PEMELIHARAAN 

 

      
   BELANJA PEMELIHARAAN  
kode   2010 2011 

10.00 Prov. Jawa Barat     

10.01 Kab. Bandung 
 

116,686,447,836.00 
  

253,209,591,804.12  

10.02 Kab. Bekasi 
 

22,849,261,643.27 
  

139,011,248,181.32  

10.03 Kab. Bogor 
 

183,197,723,102.52 
  

137,165,556,114.00  

10.04 Kab. Ciamis 
 

40,189,752,786.00 
  

1,264,259,787.00  

10.05 Kab. Cianjur 
         
7,948,677,704.00  

       
41,338,741,218.00  

10.06 Kab. Cirebon 
         
8,028,164,481.04  

       
72,504,792,223.00  

10.07 Kab. Garut 
       
43,603,300,587.60  

       
62,274,215,756.00  

10.08 Kab. Indramayu 
       
65,938,066,744.00  

       
56,410,914,794.00  

10.09 Kab. Karawang 
       
17,991,544,601.00  

  
109,606,436,210.80  

10.10 Kab. Kuningan 
 

30,472,833,626.00 
  

92,841,796,409.40  

10.11 Kab. Majalengka 
 

99,503,788,781.00 
  

48,093,132,819.00  

10.12 Kab. Purwakarta 
 

31,947,937,988.00 
  

25,374,367,354.00  

10.13 Kab. Subang 
 

28,118,987,163.00 
  

95,708,765,060.80  

10.14 Kab. Sukabumi 
 

41,926,250,565.00 
  

42,125,380,431.00  

10.15 Kab. Sumedang 
 

26,911,117,953.00 
  

37,071,309,398.00  

10.16 Kab. Tasikmalaya 
 

22,974,288,940.00 
  

18,510,270,670.00  

10.17 Kota Bandung 
 

67,014,926,273.00 
  

81,758,210,053.06  

10.18 Kota Bekasi 
 

26,327,810,024.00 
  

16,045,271,240.00  

10.19 Kota Bogor 
 

25,170,728,373.00 
  

26,140,868,139.00  

10.20 Kota Cirebon 
 

3,984,776,757.00 
  

7,020,057,375.00  

10.21 Kota Depok 
 

114,806,613,201.00 
  

12,963,630,228.00  



10.22 Kota Sukabumi 
 

14,297,268,278.00 
  

17,275,930,497.00  

10.23 Kota Tasikmalaya 
 

45,043,880,739.00 
  

17,427,245,426.00  

10.24 Kota Cimahi 
 

23,161,574,610.36 
  

45,133,430,713.00  

10.25 Kota Banjar 
 

6,012,347,858.00 
  

5,969,614,496.00  

10.26 
Kab. Bandung 
Barat 

 
74,854,886,543.00 

  
54,494,824,815.06  

Sumber : Peraturan Daerah mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Realisasi Pendapatan dan Belanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6 

GAMBARAN ALOKASI BELANJA PEMELIHARAAN PADA BELANJA 
DAERAH (2003-2005) 

1. Belanja Pemeliharaan 

101  Prop. Jawa Barat  
64,297,300,000.00

         
60,632,890,000.00  

        
122,856,620,000.00  

102  Kab. Bandung  
72,813,660,000.00

         
70,785,250,000.00  

          
85,956,850,000.00  

103  Kab. Bekasi  
13,137,610,000.00

         
10,553,460,000.00  

        
108,687,610,000.00  

104  Kab. Bogor  
34,024,820,000.00

         
23,139,530,000.00  

          
54,181,520,000.00  

105  Kab. Ciamis  
41,758,970,000.00

         
33,394,180,000.00  

          
23,621,780,000.00  

106  Kab. Cianjur  
19,395,470,000.00

         
27,849,320,000.00  

          
33,523,730,000.00  

107  Kab. Cirebon  
26,956,350,000.00

         
25,868,930,000.00  

          
26,482,800,000.00  

108  Kab. Garut  
0.00

         
13,852,130,000.00  

                                          
‐    

109  Kab. Indramayu  
8,997,520,000.00

         
12,111,970,000.00  

          
14,453,350,000.00  

110  Kab. Karawang  
19,231,400,000.00

         
60,031,920,000.00  

          
21,582,000,000.00  

111  Kab. Kuningan  
10,011,540,000.00

                                         
‐    

          
17,210,410,000.00  

112  Kab. Majalengka  
41,250,900,000.00

         
33,420,620,000.00  

          
48,457,980,000.00  

113  Kab. Purwakarta  
8,513,330,000.00

         
22,935,380,000.00  

          
20,763,030,000.00  

114  Kab. Subang  
5,780,720,000.00

            
5,462,150,000.00  

            
7,079,920,000.00  

115  Kab. Sukabumi  
60,031,020,000.00

         
56,799,980,000.00  

                                          
‐    

116  Kab. Sumedang  
7,751,950,000.00

            
6,480,870,000.00  

            
8,956,110,000.00  

117  Kab. Tasikmalaya  
6,545,860,000.00

            
6,103,870,000.00  

            
6,426,110,000.00  

118  Kota Bandung  
71,174,070,000.00

         
54,500,960,000.00  

          
58,508,950,000.00  

119  Kota Bekasi  
49,794,340,000.00

         
55,337,860,000.00  

          
49,569,050,000.00  

120  Kota Bogor  
3,053,530,000.00

         
78,929,380,000.00  

            
4,078,060,000.00  



121  Kota Cirebon  
4,454,580,000.00

            
7,564,620,000.00  

            
6,349,670,000.00  

122  Kota Depok  
8,041,180,000.00

            
8,496,870,000.00  

            
8,442,800,000.00  

123  Kota Sukabumi  
6,992,770,000.00

            
6,081,310,000.00  

            
6,532,160,000.00  

124  Kota Tasikmalaya  
0.00

            
4,618,840,000.00  

            
6,953,430,000.00  

125  Kota Cimahi  
3,227,120,000.00

         
12,071,670,000.00  

            
9,765,080,000.00  

126  kota banjar  0.00
            
2,435,440,000.00  

            
7,456,020,000.00  

127 
kab. Bandung 
barat       

 

2. Belanja Daerah 

101  Prop. Jawa Barat   3,132,772,220,000.00 3,670,567,300,000.00  4,309,282,270,000.00
102  Kab. Bandung   974,697,270,000.00 1,131,347,500,000.00  1,135,532,120,000.00
103  Kab. Bekasi   615,168,210,000.00 645,172,900,000.00  714,864,940,000.00
104  Kab. Bogor   803,164,130,000.00 974,948,090,000.00  1,039,361,800,000.00
105  Kab. Ciamis   573,681,700,000.00 543,539,160,000.00  555,440,120,000.00
106  Kab. Cianjur   509,480,760,000.00 549,469,750,000.00  596,752,000,000.00
107  Kab. Cirebon   530,394,010,000.00 563,389,100,000.00  616,229,030,000.00
108  Kab. Garut   0.00 629,577,230,000.00  0.00
109  Kab. Indramayu   511,970,230,000.00 540,502,060,000.00  568,699,600,000.00
110  Kab. Karawang   577,980,630,000.00 590,640,020,000.00  642,025,440,000.00
111  Kab. Kuningan   387,727,330,000.00 0.00  449,011,820,000.00
112  Kab. Majalengka   396,736,820,000.00 428,868,140,000.00  464,981,470,000.00
113  Kab. Purwakarta   220,436,650,000.00 350,226,040,000.00  355,321,410,000.00
114  Kab. Subang   478,305,880,000.00 348,233,860,000.00  501,913,220,000.00
115  Kab. Sukabumi   529,596,740,000.00 574,565,210,000.00  0.00
116  Kab. Sumedang   436,761,770,000.00 440,904,720,000.00  494,886,430,000.00
117  Kab. Tasikmalaya   451,462,120,000.00 501,801,910,000.00  523,931,700,000.00
118  Kota Bandung   945,824,120,000.00 975,023,710,000.00  1,094,331,380,000.00
119  Kota Bekasi   544,235,550,000.00 599,613,640,000.00  731,022,520,000.00
120  Kota Bogor   343,987,820,000.00 370,129,230,000.00  388,609,700,000.00
121  Kota Cirebon   168,544,960,000.00 244,062,660,000.00  247,730,650,000.00
122  Kota Depok   369,955,270,000.00 445,993,760,000.00  467,451,910,000.00
123  Kota Sukabumi   202,054,110,000.00 215,174,580,000.00  223,721,390,000.00
124  Kota Tasikmalaya   0.00 290,278,770,000.00  318,074,300,000.00
125  Kota Cimahi   140,157,940,000.00 231,514,810,000.00  287,577,820,000.00



126  kota banjar  0.00 78,375,740,000.00  113,234,350,000.00

127 
kab. Bandung 
barat  0.00 0.00  0.00

 

3. Alokasi belanja pemeliharaan dari belanja daerah  

101  Prop. Jawa Barat   2% 2% 3%
102  Kab. Bandung   7% 6% 8%
103  Kab. Bekasi   2% 2% 15%
104  Kab. Bogor   4% 2% 5%
105  Kab. Ciamis   7% 6% 4%
106  Kab. Cianjur   4% 5% 6%
107  Kab. Cirebon   5% 5% 4%
108  Kab. Garut      2%   
109  Kab. Indramayu   2% 2% 3%
110  Kab. Karawang   3% 10% 3%
111  Kab. Kuningan   3%    4%
112  Kab. Majalengka   10% 8% 10%
113  Kab. Purwakarta   4% 7% 6%
114  Kab. Subang   1% 2% 1%
115  Kab. Sukabumi   11% 10%   
116  Kab. Sumedang   2% 1% 2%
117  Kab. Tasikmalaya   1% 1% 1%
118  Kota Bandung   8% 6% 5%
119  Kota Bekasi   9% 9% 7%
120  Kota Bogor   1% 21% 1%
121  Kota Cirebon   3% 3% 3%
122  Kota Depok   2% 2% 2%
123  Kota Sukabumi   3% 3% 3%
124  Kota Tasikmalaya      2% 2%
125  Kota Cimahi   2% 5% 3%
126  kota banjar     3% 7%

127 
kab. Bandung 
barat          

    Rata‐rata  4% 5% 5%
 

 

 

 



Lampiran 7 

HASIL PERHITUNGAN SPSS 16 

(Setelah Outlier Data) 

REGRESI 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .620a .384 .342 2.89157E10 1.568 

a. Predictors: (Constant), DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, 

DANA ALOKASI UMUM 

b. Dependent Variable: BELANJA PEMELIHARAAN  
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2.246E22 3 7.486E21 8.953 .000a

Residual 3.595E22 43 8.361E20   

Total 5.841E22 46    

a. Predictors: (Constant), DANA ALOKASI KHUSUS, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA 

ALOKASI UMUM 

b. Dependent Variable: BELANJA PEMELIHARAAN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -3.560E9 1.321E10  -.269 .789   

PENDAPATAN 

ASLI DAERAH 
.082 .027 .403 2.999 .004 .791 1.264

DANA ALOKASI 

UMUM 
.032 .031 .228 1.038 .305 .296 3.381

DANA ALOKASI 

KHUSUS 
.154 .183 .174 .837 .407 .333 3.003

a. Dependent Variable: BELANJA 

PEMELIHARAAN 

     

 

NORMALITAS 

Descriptive Statistics 

 
N 

Minimu

m 

Maximu

m Mean

Std. 

Deviation Skewness Kurtosis 

 Statisti

c 

Statisti

c Statistic

Statisti

c Statistic 

Statisti

c 

Std. 

Error 

Statisti

c 

Std. 

Error 

Unstandardized 

Residual 47 

-

5.6140

1E10

6.4499

4E10

.00000

03

2.7956856

1E10
.709 .347 .448 .681

Valid N (listwise) 47         
 

 

 

 

 

 



 

(Sesudah ditransform ke SQRT) 

 
Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 SQRTDAK, 

SQRTPAD, 

SQRTDAUa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: SQRTBP  

 

UJI ASUMSI KLASIK 
 

1. Uji Normalitas 
 

Descriptive Statistics 

 N Skewness Kurtosis 

 Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual 47 -.004 .347 .203 .681 

Valid N (listwise) 47     

 



 
 
 

2. Uji Autokorelasi 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .599a .359 .314 69001.06333 1.688 

a. Predictors: (Constant), SQRTDAK, SQRTPAD, SQRTDAU  

b. Dependent Variable: SQRTBP   
 
 
 
 



3. Uji Multikolonieritas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -23371.020 58240.865  -.401 .690   

SQRTPA

D 
.179 .069 .358 2.612 .012 .794 1.259

SQRTDA

U 
.128 .116 .246 1.100 .277 .297 3.364

SQRTDA

K 
.165 .198 .177 .835 .408 .333 3.003

a. Dependent Variable: SQRTBP      
 

4. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9616.558 38023.705  .253 .802

SQRTPAD .011 .045 .041 .243 .809

SQRTDAU .049 .076 .180 .652 .518

SQRTDAK -.022 .129 -.044 -.168 .867

a. Dependent Variable: ABSSQRT    



 
 

 

 
 
UJI HIPOTESIS 
 

a. Koefisien Determinasi 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .599a .359 .314 69001.06333 1.688 

a. Predictors: (Constant), SQRTDAK, SQRTPAD, SQRTDAU  

b. Dependent Variable: SQRTBP   
 
 

 

 



b. Uji F 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.146E11 3 3.819E10 8.021 .000a

Residual 2.047E11 43 4.761E9   

Total 3.193E11 46    

a. Predictors: (Constant), SQRTDAK, SQRTPAD, SQRTDAU   

b. Dependent Variable: SQRTBP     
 

c. Uji t 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -23371.020 58240.865  -.401 .690   

SQRTPA

D 
.179 .069 .358 2.612 .012 .794 1.259

SQRTDA

U 
.128 .116 .246 1.100 .277 .297 3.364

SQRTDA

K 
.165 .198 .177 .835 .408 .333 3.003

a. Dependent Variable: SQRTBP      
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